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ABSTRAK

Nama : Agnes Josepha Jasin

Program Studi: Hukum Ekonomi

Judul : Analisis Yuridis Kewajiban Pengadaan Kapalalui Pelelangan
Umum dalam Rangka Pelaksanaan A&asotage Studi Kasus
Pengadaan Unit Regasifikasi dan Penyimp&eamnAlam Cair

Terapung — Jawa Barat

Karena kebutuhan mendesak akan bahan bakar gassgamakin langka, maka
dilakukan pengadaan Unit Regasifikasi dan Penyimpa®Gas Alam Cair
Terapung Floating Storage and Regasification Unit/FSRUDengan adanya
FSRYU pasokan gas bumi dari tempat yang jauh dari suigée dapat dilakukan
dalam bentuk pengiriman gas bumi caitiquified natural gas/LNG

Sebelumnya, pasokan gas bumi hanya dilakukan demgaggunakan jaringan
pipa transmisi. FSRUmasih merupakan teknologi yang baru dan keberagaan
di dunia baru 9 buah, digunakan oleh 7 negarabdam ada 4 operat¢tSRUdI

dunia. FSRUKke-9 akan berada di Indonesia dan Indonesia alkamnaai negara
ke-8 penggun&SRU Skripsi ini akan membahas pengada&RU— Jawa Barat,
FSRU pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara, yanygg@#aannya tidak
melalui lelang umum, dalam hubungannya dengan ppaar AsasCabotage,

apakah menyalahi peraturan perundangan yang agd#icda.

Kata kunci :

FSRU pengadaan, lelang umum, asabotage
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ABSTRACT

Name . Agnes Josepha Jasin
Study Programme . Business Law
Title . Legal Analysis on the Requirement fos3é&t

Procurement through Open Tender in Relation to
Implementation of Cabotage Principle : Case Stofdy
the Procurement of West Java - Liquified NaturasGa

Floating Storage and Regasification Unit.

Due to the shortage of natural gas supply, Liqdifdatural Gas Floating Storage
and Regasification Unit (FSRU) has been procureé8RB makes distribution of
natural gas from far away and overland natural gasirces can be happened.
The natural gas converted to liquified natural daslG) can be carried by LNG
Carrier. Before, natural gas distribution only upgeline transmission network.
FSRU is a new technology. There are only 9 FSRUténworld used by 8
countries, and there are only 4 FSRU’s operatorshie world. The TOFSRU
will be in Indonesia and Indonesia will be th& 8ountry using FSRU. This
writing will mostly discuss West Java — FSRU, in&t £SRU in Indonesia and
South East Asia, which the procurement was naiutlin open tender in relation
to implementation of Cabotage Principle, was it line with government

regulation or not.

Key words :

FSRU, procurement, open tender, cabotage principle
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini kebutuhan akan gas alam di dunia khusudinyalonesia semakin
meningkat, dimana persediaan gas alam di duniaasarindi Indonesia semakin
menipis. Meskipun ketersediaan gas alam semakin langkaun permintaan
tidak pernah berkurang. Hal ini disebabkan biayas@s produksi yang
menggunakan gas alam lebih murah dibandingkan debigga proses produksi

yang menggunakan bahan bakar lainnya, seperti cof@ohnya.

Di Indonesia, pengguna gas alam terbesar adalata dodustri, yang
umumnya tersebar di Pulau Jawa dan PT PLN (Perssianjutnya disebut PLN,
dimana gas alam digunakan sebagai bahan bakar ymwtdes industri dan
pembangkit tenaga listrfk. Sedangkan sumur-sumur gas alam yang masih
memiliki cadangan cukup pada umumnya terletak daypulau lain seperti
Sumatera, Kalimantan, dan Paﬁua(arena itu dibutuhkan pengangkutan untuk

mengalirkan gas alam dari sumur-sumur gas tersebBtilau Jawa.

Proses pengangkutan gas alam dari sumur-sumur eygseikakai bisa
dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggurakiagan pipa transmisi
dan yang kedua menggunakan kapal tanker pengaggkualam cair. Gas alam
cair biasa disebutiquified Natural Gas atau LNG. Sedangkan kapal tanker
pengangkulLNG lazim disebutLNG Carrier. Cara pertama yang menggunakan

jaringan pipa transmisi, hanya dimungkinkan see&mmomis untuk jarak angkut

YIndonesian Commercial Newsletter (ICN), “LaporanMarket Intelligence, Perkembangan
Industri Gas Alam di Indonesia Februari 20,1tp://www.datacon.co.id/Gasalam2010hall.html
Diunduh 8 Desember 2011.

% 1bid.

% Situs Kementrian Energi dan Sumber Daya Minerak 8umi.Pdf, “Statistik Cadangan
Gas Bumi (2010)", http.://prokum.esdm.go.id/Pubdikatatistik/Statistik%20Gas%20Bumi.pdf.,
Diunduh 5 Juli 2011.

“Indonesian Commercial Newsletter (ICN), Loc. Cit.
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dibawah tiga ribu kilometet.Contohnya jaringan pipa transmisi gas sepanjang
lebih kurang seribu seratus kilometer di sepanjlawa Barat - Sumatera Selatan
- Sumatera Tengah (Jambi dan Riau) - Batam-Singap@ahkan jaringan
tersebut meliputi jaringan pipa gas di dasar launtgymenghubungkan Pulau Jawa
dan Pulau Sumatera serta Pulau Sumatera dengan Balam dan Singapura.
Jaringan pipa gas di laut dimungkinkan hanya jé&a@npan pipa tersebut dapat
menyentuh dasar laut. Hal ini karena alasan keamaagar tidak tersangkut
kapal-kapal yang lewat. Selain itu pipa yang mengamgy juga ada kemungkinan
melengkung, tertekuk dan bocor. Dimana hal terssbumpat berbahaya untuk
pipa yang mengangkut gas dengan tekanan tinggh Kdesnanya jaringan pipa
dasar laut hanya dimungkinkan jika dasar laut tidaédebihi kedalaman 100
meter, seperti halnya dengan Selat Slnd#an Selat Phillips yang
menghubungkan Pulau Batam dengan Singapura yabggian-bagian tertentu
kedalamannya kurang dari 100 meter. Sedangkan umaighubungkan sumber
gas alam dari pulau yang jaraknya melebihi tiga kilometer dari pulau Jawa
atau melalui laut yang luas dan dalam seperti ¢oyi@ dari Kalimantan atau
Papua, tidak dimungkinkan menggunakan jaringan pig@smisi. Selain jarak
yang melebihi tiga ribu kilometer tidak layak secakonomi untuk jaringan pipa
transmisi gas, jaringan pipa gas di dasar laut yehtdy dalam daripada seratus
meter seperti halnya Laut Banda tidak memungkinkamtuk dilakukan
pemeriksaan dan pemeliharaan berkala dengan cagaef@nomis. Pemeriksaan
dan pemeliharaan berkala merupakan sesuatu yangkmurituk jaringan pipa
gas. Namun untuk pemeriksaan dan pemeliharaanlagasangan transmisi pipa
gas di dasar laut dalam membutuhkan peralatan gangat canggih dan sangat
mahal pengoperasiannya sehingga menjadi tidak lagalam perhitungan

ekonomi. Karenanya, untuk pengangkutan gas alam stanur gas di Pulau

® Mira Maulidiana, “Prospek PengembandadG Lepas Pant4i (Makalah Pengolahan
Gas Alam, Manajemen Gas Alam, Departemen Tekniki&imUl, Mei 2006), http://www.migas-
indonesia.com/files/article/%5BEnergi%5DProspek deembangan LNG Lepas Pantai.pdf
Diunduh 7 Desember 2011, Pukul 21.56.

® Indonesian Commercial Newsletter (IGNpc. Cit.

" http://wiryanto.wordpress.com/2007/11/01/jembaseatat-sunda/
http://ilustri.org/index.php?option=com_content&wiearticle&id=94:jembatan-selat-
sundaé&catid=36:dunia-teknik-sipil&ltemid=Diunduh 8 Desember 2011.
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Kalimantan maupun Papua ke Pulau Jawa harus meakgurcara kedua, yaitu
pengangkutan dengan menggunak®i® Carrier. ®

Untuk efisiensi dalam pengangkutan gas alam igumikan sebuah unit
perangkat yang berfungsi untuk mengubah gas alam gds bumi menjadi gas
alam cair. Dimana ketika gas bumi diubah menjads gdam cair, maka
volumenya mengecil menjadi 1/640 kali dari volumebedumnya sehingga
dimungkinkan untuk mengangkut lebih banyak gas bdam bentuk gas alam

cair?

Unit atau perangkat untuk mengubah gas alam memjaslialam cair
disebut kilangLNG. Beberapa kiland-NG yang berhubungan dengan obyek
bahasan di dalam studi kasus ini terletak di tepit@ Kalimantan Timur dan
Papua yang terhubung ke pipa transmisi yang memlg@asaalam dari sumur-
sumur gas di Bontang dan Tangguh. Ketika gas akan gas bumi sampai ke
kilang LNG tersebut, maka gas alam diproses dalam ki@ menjadi gas alam
cair. Kemudian dari kiland.NG, gas bumi yang telah menjadi gas alam cair
disalurkan kdeNG Carrier untuk dibawa ke tempat penerima LNG. Sesampainya
di tempat tujuan, gas alam cair yang diangkut @lBles Carrier harus diubah
kembali menjadi gas bumi untuk disalurkan ke jaimgipa transmisi yang akan
membawa gas bumi tersebut ke konsumen atau pengasnaumi-®Dalam studi
kasus ini, gas alam cair diangkut oleNG Carrier dari Kalimantan Timur ke
Jawa Barat, di pantai yang terdekat dengan pemiiatejkaga listrik Muara
Karang milik PLN, yang merupakan konsumen utamaat@s yang berasal dari
LNG BontangLNG Carrier bersandar di unit perangkat terapung yang siagkunt
menyimpan dan mengubah gas alam cair menjadi gas kambali, untuk
kemudian disalurkan melalui pipa transmisi gas dntpi yang siap untuk

membawa gas bumi tersebut ke pembangkit tenag hdtiara Karang.

® Michael Baskoro, Ketua Ikatan Ahli Perpipaan Migien Direktur Pengusahaan PT

PGN (Pegzrsero), Tbk., Wawancara 9 Juli 2011, PKOQ,@i Rumah Kediaman, Jakarta Selatan.
Ibid.

19 Mira Maulidiana, tiquified Natural Gas (LNG)Sebuah Alternatif Transportasi Gas
Alam”, (Makalah Pemanfaatan Gas Alam, Manajemen Gas Afapgram Pasca Sarjana
Departemen Teknik Kimia FTUI, April 2006), http:Mw.migas-
indonesia.com/index.php?module=article&sub=articet:view&id=2054 Diunduh 7 Desember
2011, Pukul 21.22.
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Unit terapung pengubahNG menjadi gas bumi lazim diseb&#SRU
FSRU merupakan singkatan ddrNG Floating Storage and Regasification Unit
(Unit Penyimpanan dan Regasifikds\G Terapung), untuk selanjutnya disebut
FSRU™

FSRU Jawa Barat adalarSRU pertama di Indonesia dan di Asia
Tenggara. Dalam kasUsSRU Jawa BaratFSRU yang digunakan adalah hasil
konversi sebuahNG Carrier.** Dengan demikian, rezim hukum yang mengatur
FSRU seyogyanya adalah rezim hukum pelayaran selain fddeum-hukum

terkait lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2@®8ang
Pelayaran (UU 17/2008) yang merupakan tonggak HuRalayaran di Indonesia,
dunia perkapalan di Indonesia diwajibkan untuk maplean asasabotagesecara
konsekuen. Sayangnya interpretasi mengenai ketek®tantuan yang mengatur
pelaksanaan asasabotage masih tidak seragam. Asasabotage sendiri
sebenarnya bukan merupakan ketentuan yang barm délmia pelayaran di
Indonesia. Asas ini sudah diatur dalam Undang-Ugdelayaran sebelumnya.
Namun ketentuan mengenai asabotagesebelum UU 17/2008 mengandung
klausula penyelamat yang membuat ketentuan tersebojadi ketentuan yang

mandul.

Terminal Regasifikasi dan PenyimpanahNG Terapung atauFloating
Storage and Regasification Termin@&SR7) - Jawa Barat dioperasikan oleh PT
Nusantara Regas, perusahaan patungan antara RmPar{Persero), selanjutnya
disebut Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negarsei®eilbk., selanjutnya
disebut PGN. Dalam penulisan ini akan dibahas mesigpengadaaRSRUyang
merupakan bagian dari proy&SRT Istilah FSRTadalah istilah yang digunakan
oleh PT Nusantara Regas dalam konteks keproyelamasenenyelurun=SRT -
Jawa Barat terdiri dari beberapa fasilitas yangupakan satu kesatuan. Fasilitas
tersebut antara lain adalahNG Carrier, FSRU) dan fasilitas pendukung lainnya,

seperti jaringan pipa bawah laut dan fasilitas peregas bumi hasil regasifikasi

1 Nusantara Regas, “Penyedia Gas Bumi dan Opeiais Floating Storage &
Regasification Terming| Profil Perusahaan, Hal. 10.
12 (i
Ibid.
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(onshore receiving facilily Jaringan pipa dasar laut dipergunakan untuk
menyalurkan gas bumi hasil regasifikasi ke faslipgnerima gas bumi di PLN
Muara Karang yang merupakan pengguna akhir. SedanglNG Carrier
digunakan untuk mengangkuiNG dari kilang LNG Bontang di Kalimantan ke
FSRUdi perairan Teluk Jakarta.

Setelah proses pengada@8RU diselesaikan oleh PT Nusantara Regas,
baru-baru ini terdapat pemberitaan media massa yasggatakan bahwa PT
Nusantara Regas telah melanggar hukum dengan rkelakuroses pengadaan

FSRUtanpa mengundang perusahaan dalam negeri.

1.2. Pokok Permasalahan

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di as&sipsi ini akan

membahas mengenai:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang proses pengakizal dalam
hukum pelayaran dihubungkan dengan kewajiban pgjataumum ?

2. Apa saja ketentuan-ketentuan yang diatur oleh celastag®

3. Apakah pengadaan kapal yang tanpa mengundang peaamsadalam
negeri melanggar asaabotagé®

1.3. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian inlada

1. Untuk memaparkan cara pengadaan kapal, khusus8iRlU yang telah
dilakukan di Indonesia.

2. Untuk melihat apakah asasbotagetelah diterapkan secara konsekuen
dalam pengadaan kapal di Indonesia, khususnya datagadaafR SRU.

3. Untuk menjelaskan cara pengadd&®RU yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

13 |bid., Hal. 8.
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14. Manfaat Penditian

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat dijadikabagai bahan acuan
dalam pengadaarFSRU berikutnya, mengingat dimasa yang akan datang
Indonesia masih sangat memerlukaBRU sebagai bagian dafSRT untuk
mengatasi masalah distribusi bahan bakar gas yglama ini terkendala karena
terbatasnya kemampuan jaringan transmisi dalam aherkan gas bumi yang

berasal dari Kalimantan dan Papua.

15. Metode Penélitan

Di dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunak@tode pendekatan
tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukandap@n metode yang

dipergunakan tersebut adalah :

1. Metode Kepustakaan yang bersifat yuridis. Kareeaupsan ini adalah
penelitian di bidang hukum atau yuridis, maka diakam penelitian
hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitiaarigis normatif atau
penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yamnpgacu pada
norma hukum dalam peraturan perundang-undangaa Bertna-norma
yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebias&lam masyarakat.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi peaulisni, alat
pengumpulan data yang dipergunakan adalah studinde# atau bahan
pustaka sehingga data yang didapatkan ditinjausdanbernya dinamakan
data sekundef Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif

mencakup :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mentfikaerupa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengakum

dibidang Minyak dan Gas dan Hukum Pelayaran di rheda,

4 Soerjono Soekanto dan Sri MamuReneliian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
SingkatEd. 1, Cet. 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada®)26{al. 13-14

!5 Soerjono SoekantoPengantar Penelitian HukunCet. 3, (Jakarta: Ul-Press, 1986),
Hal.12.

6 Soerjono Soekanto dan Sri MamuiRenelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Op. Cit.Hal. 13.
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khususnya yang berkaitan dengan pengadaan kapl keiatan hilir
minyak dan gas. Penggunaan bahan hukum priméentjuan untuk

mencari landasan hukum terhadap permasalahan gang a

b. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dari-hasil penelitian.
Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk menjelasiahan hukum
primer’’  Penggunaan data sekunder ini diharapkan dapat
memaksimalkan tujuan dari penelitian dengan menadkda fungsi-

fungsi dari data sekunder, yaitu :

1) Sebagai bahan dalam kerangka pencapaian iimu @émget, yang
dalam hal ini adalah iimu pengetahuan hukum, khugsugiukum

Pelayaran dalam hal pengadaan kapal.

2) Untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan tentang peaga

kapal berdasarkan hukum pelayaran yang berfaku.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikannpek maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan seKdnsieperti Profil

Perusahaan, kamus, dan dokumen yang diperoleintiamet.
2. Wawancara

Di dalam skripsi ini, Penulis melakukan wawancaecasa langsung
dengan beberapa pihak pada beberapa Instansi yenkgitt untuk
mendapatkan data yang diperlukan, diantaranya Keéthia Perpipaan
Migas dan Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Ggardé@Persero),
Tbk., Bapak Michael Baskoro Palwo Nugroho, Wakiltisee Gabungan
Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan PenyeberaGggagdap) dan
Ketua Alumni Perkapalan Institut Teknologi SurahaBapak Bambang
Harjo, dan Presiden Komisaris PT Berlian Laju TanKeapak Hadi

Surya.

7 bid.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfieranan dan Penggunaan Kepustakaan di
Dalam Penelitian HukunCet. 3 (Jakarta: Pusat Dokumentasi Ul, 1979), Hal

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjienelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Op. Cit.Hal. 13.
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1.6. Definis Operasional Pendlitian

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi damgkatan yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dapatiitiakkan sebagai pedoman dan

mencakup batasan operasional.

1. AsasCabotageadalah pemberian hak istimewa oleh negara kepguh-ka
kapal niaga berbendera negara yang bersangkutak dapat sepenuhnya
melakukan angkutan barang dan orang dari dan kebyplehn-pelabuhan
negara yang bersangkutan sesuai dengan aturan hykom berlaku
dimana kepemilikian armada tersebut wajib dimitlin dioperasikan oleh
warga negara atau badan usaha yang dibentuk bedaasketentuan
hukum negara tersebtf.

2. FSRTatauFloating Storage and Regasification Termiaaalah Terminal
Regasifikasi dan PenyimpanbNG Terapund

3. FSRU atau Floating Storage and Regasification Un#dalah Unit
Regasifikasi dan PenyimpanaNG Terapung?

4. FSRU- Jawa Barat adalah bagian d&8RT— Jawa Barat, disebut “Jawa
Barat” bukan karena lokasinya terletak di Jawa Baramun karena gas
bumi hasil regasifikasFSRU tersebut untuk memenuhi kebutuhan PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan industPuau Jawa bagian
Barat, melalui jaringan pipa PT Perusahaan Gas dg@ersero), Tbk. di
Jawa Barat®

5. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokangang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupadaseyang diperoleh

dari proses penambangan Minyak dan Gas Bfimi.

2 Universitas Indonesia, “Evaluasi dan Resolusi Pgyan Asa€abotagedalam Rangka
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sebaganhatif Kebangkitan Ekonomi Bangsa”,
INFACO lluni FT Ul, (Makalah disampaikan dalam Pertemirasionesian Cabotage Advocation
ForumIkatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indorsedbepok: 1 Januari 2011).

2L Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pelaksanaariorifas
Pembangunan Nasional Tahun 201f6pres No. 1 Tahun 2010, Lampiran, Prioritas &g
Pengembangan Infrastruktur Gas.

2 Nusantara Regakoc. Cit, Hal. 8.

% |ndonesia, Inpres No. 1 Tahun 2010p. Cit, Lampiran, Prioritas 8 Energi,
Pengembangan Infrastruktur Gas.

4 IndonesiaUndang-Undang tentang Minyak dan Gas Bubii) No. 22 Tahun 2001,
LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 1 b2tir
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6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksan@kan.

7. LNG atauLiquified Natural Gasatau gas alam cair adalah gas alam yang
telah diproses untuk menghilangkan ketidakmurniam dhidrokarbon
berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan pekknan atmosfer
dengan mendinginkannya sekitar -160° Celcil$NG ditransportasi
menggunakan kendaraan yang dirancang khusus dgaatdidalam tangki
yang juga dirancang khusudNG memiliki isi sekitar 1/640 dari gas alam
pada suhu dan tekanan standar, membuatnya lebihathemtuk
ditransportasi jarak jauh di mana jalur pipa tidada. Ketika
memindahkan gas alam dengan jalur pipa tidak mekiokagn atau tidak
ekonomis?®

8. Pelelangan adalah proses penjualan di hadapan dramgak (dengan
tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejetsig?’

9. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbuka atau sekrksika, yaitu
diumumkan secara luas melalui media massa guna erekdsempatan
kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhfikasaliuntuk
mengikuti pelelangaff’

10.Pelelangan Terbatas atau Pemilihan langsung, atakss langsung untuk
pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang jad@a yang
ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekbwaaggnya 2 (dua)
penawarart’

11.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatiak memperoleh
Barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerjangkat Daerah/
Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari peesraan kebutuhan

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mesigheBarang/Jasa.

%5 pusat Pembinaan dan Pengembangan BaKasais Besar Bahasa Indoneskyisi

Kedua, Cet. 10, (Balai Pustaka, Jakarta: 1999), H#3.

% uGas Alam Cair”, http://id.wikipedia.org/wiki/Gaslam_cair Diunduh 9 Januari 2012,

Pukul 15.34.

" pusat Pembinaan dan Pengembangan BaBasd&it.,Hal. 578.
%8 Kementrian Badan Usaha Milik NegarBeraturan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Risega Barang dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara,Permen BUMN No. PER-05/MBU/2008, Pasal 5 Ayati@iir a.

#|bid., Pasal 5 Ayat (2) butir b.
% IndonesiaPeraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang daa FamerintahPP

No. 54 Tahun 2010, Pasal 1 angka 1.
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12.Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan kapalatanegeri, baik
kapal bekas maupun kapal bangunan baru untuk drétaft dalam daftar
kapal Indonesid!

13.Regasifikasi adalah proses pengubahan gas daricksanenjadi gas.
Proses regasifikasi menggunakan air laut sebagdiampemanas utama
dalam siklus terbuka dan propane sebagai mediam@sypembantu dalam

siklus tertutup®

1.7. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini akan terbagi dalam 5 (lima) bab.al&n Bab 1 dibahas
mengenai penulisan yang meliputi latar belakang mpsalahan, pokok
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, migtgidgenelitian, model

operasional penelitian, serta sistematikan pernulisa

Bab 2 membahas mengenai asalsotagedalam sistem hukum pelayaran,
pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaadiiam hukum pelayaran,
dan keterkaitan antara aseabotagedan pengadaan kapal berdasarkan hukum

pelayaran yang berlaku.

Mengenai apa ittFSRU gambaran umum dan teknis mengeR&RT
bagaimana kedudukaRSRU dalam kerangka hukum minyak dan gas serta

kedudukannya dalam kerangka hukum pelayaran, akahak dalam Bab 3.

Bab 4 merupakan pembahasan analisis yuridis tenteagajiban
pengadaan kapal secara umum #S8RU— Jawa Barat secara khusus melalui
pelelangan umum dalam rangka pelaksanaan eslagtage Dalam bab ini
diuraikan sedikit mengenai PT Nusantara Regas,skpesisi proses pengadaan
FSRU —Jawa Barat oleh PT Nusantara Regas, dimana penggdag dilakukan
oleh PT Nusantara Regas tidak mengundang perusalzdam negeri. Dalam
bab yang sama dibahas pula mengenai ijin penggudegeal asing dan kewajiban

pelelangan umum, serta kewajiban penerapan adastagepadaFSRU status

%! IndonesiaPeraturan Pemerintah Tentang Perkapal&®P No. 51 Tahun 2002, LN No.
95 Tahun 2002, TLN No. 4227, Ps. 3 ay.(1).
32 i
Ibid.
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benderdFSRUuntuk mengatahui ada atau tidaknya ketentuan gidaigggar oleh
PT Nusantara Regas.

Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan deltruh hasil

analisa.
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BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1. AsasCabotage dalam Sistem Hukum Indonesia
2.1.1. Pengertian Asas Cabotage

Menurut Maritime Encyclopedie (terbitan C. de Boer, Bussum, Belanda)
cabotage adalah pengangkutan orang dan barang melaluiddata, daratan dan
perairan pedalaman antara dua tempat yang tertiztiakn wilayah negara yang
sama. Hak untuk melakukatabotage diberikan kepada warga negara yang
bersangkutan. Dari sisi bahasabotage diambil dari katacaboter yang artinya
to sail along the coast. Sementara menurilihe American Heritage Dictionary of
English Language, 4™ Edition, cabotage is trade or navigation in coastal waters,
or, the exclusive right of a country to operate the air traffic within its territory”.
Inti dari asascabotage yaitu pemberian hak istimewa oleh negara kepagalka
kapal niaga berbendera negara yang bersangkutamk wdpat sepenuhnya
melakukan angkutan barang dan orang dari dan lebpean-pelabuhan negara
yang bersangkutan sesuai dengan aturan hukum yaladio dimana kepemilikan
armada tersebut wajib dimiliki dan dioperasikanholearga negara atau badan
usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukuaranegrsebut®

Negara pantai berhak melarang kapal-kapal lautgasiarlayar dan
berdagang sepanjang pantai dalam wilayah perairagara pantai yang
bersangkutan, sebagaimana diatur dalam hukum raarit(me law) dimana asas
ini juga dikenal sebagai astr share (asas pembagian muatan secara wafar).

Penerapan asaesabotage ini didukung oleh ketentuan Hukum Laut
Internasional, berkaitan dengan kedaulatan dasdilgi yang dimiliki oleh suatu
negara pantai atas wilayah lautnya, dimana kapabasdak boleh berada ata

* Universitas Indonesia, “Evaluasi dan Resolusi Papen Asa€abotage dalam Rangka
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sebaganhatif Kebangkitan Ekonomi Bangsa”,
Loc. Cit.

3 M. Syamsudin, “Urgensi dan Kendala Penerapan Acatsotage dalam Pelayaran
Domestik Indonesia di Era Perdagangan Bebdsthbar Hukum Volume 19, (Nomor 1, Februari
2007), Hal. 1.
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memasuki wilayah perairan suatu negara tanpa gm alasan yang sah dari
negara pantaf>

Penerapan asasabotage merupakan hal penting bagi pelayaran di
Indonesia, karena transportasi laut dalam negemmpoeyai peranan yang
strategis dalam pembangunan nasional dan dapatngkatkan perwujudan
konsep Wawasan Nusantara, dimana pelayaran nashamat dipegang oleh
bangsa dan kapal Indonesia sendiri dengan mengimeplasikan asasabotage
secara utufi®

Dasar dan kepentingan utama penerapancasmgageadalafi’ :
1. Untuk menjamin dan melindungi infrastruktur pembaman kelautan
nasional terutama pada saat negara dalam keadaaatd®ayangkan jika
infrastruktur itu dimiliki negara asing yang sewaktaktu dapat ditarik®
2. Untuk membangun armada niaga yang kuat dan memadangisi
kebutuhan angkutan laut dalam negeri, dan mendukeagmtan ekonomi
kelautan lainny&®
3. Untuk mendukung kepentingan keamanan, pertahanan, ekonomi
nasionaf®’
4. Armada pelayaran niaga menjadi bagian dari sistentiapanan negara
yang siap dimobilisasi ketika negara dalam keadmaurat:*
2.1.2. Dasar Hukum Asas Cabotage

Dalam sejarah Hukum Pelayaran di Indonesia, aabstagetelah diatur
sejak tahun 1992 baik melalui undang-undang maypenaturan perundang-
undangan lain di bawah undang-undang. Peraturamgang-undangan yang
mengatur asasabotageadalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelay&id 21/1992),

yaitu di Pasal 73 yang menyatakan bahwa penyeleaggangkutan laut

% |bid.
% Balitbang Departemen Perhubungan Republik Indane$tudi Penerapan Asas
Cabota%gjalam Pelayaran Nasiona(l.aporan Akhir Penelitian2004), hal.8.
Ibid.
% bid.
9 bid.
“Obid.
*bid.
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dalam negeri dilaksanakan dengan menggunakan kbpddendera
Indonesid’?
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 1999 tentanguagldi Perairaf,

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2002 tentangapaldn, yang
mencantumkan “Surat Tanda Kebangsaan kapal Indorsslah bukti
kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal umid&yar dengan
mengibarkan bendera Indonesia sebagai benderadesz=n®*

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahunl2@htang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,ngangantumkan
antara lain bahwa kapal berbendera Indonesia attajgdd yang memiliki
kebangsaan Indonesia sesuai ketentuan perundaaggardyang berlaku.
Penggunaan kapal asing yang disewa lebih dari &n{grbulan harus
menggunakan 50 persen anak buah kapal (ABK) Waggaid Indonesia
dan wajib lapor untuk mendapatkan kelonggararesymmdera>

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Petalyaan Industri
Pelayaran Nasional yang secara sangat tegas meuogsisan agar asas
cabotagediterapkan dengan konsekuen, menteri terkait agaumuskan
kebijakan-kebijakan. Instruksi ini ditujukan kepaMenteri Koordinasi
Bidang Perekonomian, Menteri Negara Perencanaahd&tegunan/Kepala
Badan Perencanaan Nasional, 11 Menteri terkaipdesm Gubernut®
Di dalam Instruksi Presiden tersebut juga dijelaskaahwa Istilah
cabotage berarti prinsip yang memberi hak untuk beropersetara
komersial di dalam suatu negara hanya kepada pexasaangkutan dari
negara itu sendiri secara eksklu€iffimana dengan memberlakukan asas

ini pemerintah mendapat dukungan dari sejumlahkpiha

2 Chandra Motik Yusuf, “Pemerintah Harus Konsekuemnktapkan Asas Cabotage
Tepat Waktu; (Makalah, Disampaikan dalam Acara Dengar PenddpaiNSA, dan Organisasi
Terkait dengan DPR RI, Jakarta : 26 Januari 2(44l),1.

*® Ibid.

* bid.

*® |bid.

“° |bid

" Indonesia,Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pettalyaan Industri
Pelayaran Nasionalnpres No. 5 Tahun 2005.
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6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun52@nhtang
Pengangkutan Barang/Muatan antar Pelabuhan Laudathim Negeri.
Pasal 6 butir 1 Peraturan Menteri ini berbunyi sebaerikuf?®:

Dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nalsion
khususnya penerapan asaabotage secara konsekuen, perlu
menata penyelenggaraan angkutan barang/muatanpatéaduhan
laut di dalam negeri dalam waktu sesingkat-singkatrsehingga
angkutan barang/muatan antar pelabuhan laut dimdadageri
seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbenderanedia®*®

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minerandlo126 Tahun
2006 (Permen ESDM 126/2009).

Pasal 4 Permen ESDM 126/2006 mengatur tentang qzglakn kegiatan
usaha di sektor energi dan sumber daya mineralyddladan usaha atau
bentuk usaha tetap yang menggunakan sarana anglautdkapal laut
untuk pengangkutan dan penyimpanan di dalam negeajib
menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dskanaperusahaan
angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuartupemaperundang-
undangan’

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelay&lidril7/2008).
Ketentuan terkait asasabotagedalam UU 17/2008 dapat dibaca pada
Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, 56, 57, 284, dsal B41>* Asas
cabotagesecarageneralis diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai
berikut:

8 Chandra Motik Yusuf, “Pemerintah Harus Konsekueenbtapkan Asas Cabotage
Tepat Waktu; Loc. Cit.,Hal. 4.

49 Departemen PerhubungaReraturan Menteri Perhubungan tentang Pengangkutan
Barang/Muatan antar Pelabuhan Laut di Dalam NegBermenhub No. KM 71 Tahun 2005, Ps.
6 butir 1.

*0 Departemen Energi dan Sumber Daya Mind?ataturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral,Permen ESDM No. 126 Tahun 2006, Pasal 4.

*1 Universitas Indonesia, “Evaluasi dan Resolusi Pagan Asas Cabotage dalam Rangka
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sebadenatif Kebangkitan ekonomi Bangsa”,
Loc. Cit.

2 Chandra Motik Yusuf, “Pemerintah Harus Konsekueenktapkan Asas Cabotage
Tepat Waktu”Loc. Cit.,Hal. 6.
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Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukdeh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapdeheera
Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewagganaan
Indonesia’

Kapal asing dilarang mengangkut penumpang adizm/ barang
antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairdonesia*

Maksud dari isi pasal ini adalah penggunaan kapdbdndera Indonesia

oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudi@am rangka

pelaksanaan asaLCabotage guna melindungi kedaulatan negara

(Sovereignity dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta

memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasmyaperusahaan

angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsaamuiat
Pasal 13 UU 17/2008 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
3)

(4)

(5)

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badgsha untuk
menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendirigaten
menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuh
persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Kwéapal
berkewarganegaraan Indonesia.
Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimagadd ayat
(1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pertanit{
Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimagadd ayat
(1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal obleen
Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan peeggar kapal
sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokokhya.
Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimagadd ayat
(1) dilarang mengangkut muatan atau barang milikalkoilain
dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kefalai hal
keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerititah.
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayzer{pa :

a. Tidak tersedianya kapal; d&n

b. Belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayan

sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutanagaiy

*3 Indonesia,Undang-Undang Tentang PelayaradU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64
Tahun 2008, TLN No. 4849, Ps.8 ay.(1).

* Ibid.,
%5 |bid.,
%6 |bid.,
bid.,
%8 |bid.,
9 bid.,
0 bid.,
®1bid.,

Ps.8 ay.(2).

Penjelasan Ps.8 ay.(1).
Ps.13 ay.(1).

Ps.13 ay.(2).

Ps.13 ay.(3).

Ps.13 ay.(4).

Ps.13 ay.(5) butir (a).
Ps.13 ay.(5) butir (b).
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(6) Pelaksanaan kegiatan angkutan laut asing yang oielakegiatan
angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yamyka bagi
perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahagkutan laut
nasional atau pelaksana kekegiatan angkutan lawgukhsebagai
agen umum?

(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya degrgadi agen
bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenigaemnusaha
pokoknya®®

Pasal 341 UU 17/2008 berbunyi sebagai berikut, &&sing yang saat
ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalamernegetap dapat
melakukan kegiatannya paling lama 3 (tiga) tahyaksandang-undang
ini berlaku.®
Peraturan ini mempunyai konsekuensi bahwa kepesnilibengusaha
nasional terhadap kapal minimal 5£8.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagairtedah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 201angriPerubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 rignfagkutan di
Perairafi®
Prinsip asasabotagesebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU 17/2008
ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Peraturan Pemleridmor 20 Tahun

2010 tentang Angkutan di Perairan (PP 20/2010) yemgunyi:

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukéeh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapdeheera
Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewagaraan
Indonesig’

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagantmaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau meatikdn
penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut kegiatan
lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perdindonesia®

®2bid., Ps.13 ay.(6).

®3bid., Ps.13 ay.(7).

% Chandra Motik Yusuf, “Pemerintah Harus Konsekueenktapkan Asas Cabotage
Tepat Waktu”Loc. Cit.,Hal. 7.

% |slahuddin, “Dilema Menerapkan AsasCabotage” http://www.seputar-
indonesia.com/edisicetak/ content/view/3816&induh 22 Desember 2011, pk.10.10

% |ndonesia,Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan di Perair®® No. 20 Tahun
2010, LN No. 26, Tahun 2010, TLN No. 5108.

*"Ipid., Ps. 1.

®Ipid., Ps. 2.
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(3) Kegiatan lainnya yang menggunakan kapal selvege dimaksud
pada ayat (2) dilarang dilakukan oleh kapal ahg.

(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan lainnydbagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi tidak dilzgrigelayanan di
pelabuhan atau terminal khusis.

Pada tahun 2011, ketentuan Pasal 5 PP 20/2010 déldah melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentargbBhan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentamgyutan di Perairan
(PP 22/2011) dimana Pasal 1 PP 22/2011 antarantaimgatur bahwa
ketentuan PP 20/2010 Pasal 5 ayat (2) diubah dan(8y dan ayat (4)
dihapus serta penjelasan Pasal 5 dihapus sehinggal B berbunyi

sebagai berikut:

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukéeh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapdleheera
Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewargaraan
Indonesiad’™

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaantiimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau meatikdn
penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut iyahi
perairan Indonesi¥.

(3) Dihapus?

(4)  Dihapus’*

Makna penerapan asasbotage sebenarnya tercantum dalam
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 20/2010 yang barbeinggai berikut:

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh pearsahgkutan
laut nasional dan diawaki oleh awak kapal berkeesmegaraan
Indonesia untuk angkutan laut dalam negeri dimakasniddalam
rangka pelaksanaan azaabotageguna melindungi kedaulatan
negara govereignity dan mendukung perwujudan wawasan

% Ibid., Ps. 3.

70 |k
Ibid., Ps. 4.
™ Indonesia,Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas PesatuPemerintah

Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perajfd® No. 22 Tahun 2011, LN No. 43 Tahun
2011, TLN No. 5208, Ps. 1.

?Ibid.,Ps. 2.

" Ibid.Ps. 3.

*Ibid.,Ps. 4.
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nusantara serta memberikan kesempatan berusaha sghnas-
luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasionahdakemperoleh
pangsa muataft.

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 TahurDZ¥bagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri PerhubungamoNPM 73 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Benigan Nomor KM
22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatdar Aelabuhan
Laut di Dalam Negerf®

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 TahunO 2@htang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Ndé&tivbr22 Tahun
2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Sedab Laut di
Dalam Negeri’

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentamgb&ean Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentamggutan di Perairan
(PP 22/2011%®
Dengan perubahan PP 20/2010 melalui PP 22/2011a nkalgiatan
angkutan laut dalam negeri yang harus menggunakaal kberbendera
Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewagaraan Indonesia
hanyalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkat damindahkan
penumpang dan/atau barang antar pelabuhan lautilayalv perairan
Indonesia. Sedangkan kegiatan laut lainnya diyatiaperairan Indonesia
diluar kegiatan pengangkutan dan pemindahan pemunmian/atau
barang di wilayah perairan Indonesia tidak harusigganakan kapal
berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapdeb@arganegaraan
Indonesia.

Dengan dihapuskannya Penjelasan Pasal 5 PP 20/20&@lui
keberlakuan PP 22/2011, makna penerapan asé#®tage menjadi

"5 Indonesia, PP Nomor 20 Tahun 200p. Cit.,Penjelasan Ps. 5 ay. (1).

® Departemen PerhubungaReraturan Menteri Perhubungan Tentang Pengangkutan
Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegBermenhub No. KM 22 Tahun 2010.

" Departemen PerhubungaPeraturan Menteri Perhubungan tentang PerubahansAta
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun ®0Tentang Pengangkutan
Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegBgrmenhub No. PM 73 Tahun 2010.

8 Indonesia, PP Nomor 22 Tahun 200p. Cit.
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terpotong-potong. Penulis meyakini bahwa penghap®enjelasan Pasal
5 PP 20/2010 bermaksud untuk memberi relaksasikati@anggaran dalam
penerapan asasabotagedalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
Kegiatan tersebut kemudian diatur dalam peraturant®ti Perhubungan.
Sedangkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP 20/20dlasenenjelaskan
sebagai berikut:

Kegiatan angkutan laut dalam negeri termasuk kagiahgkutan
laut lepas pantai dan kegiatan angkutan dari pbkbdaut ke
lokasi di perairan yang berfungsi sebagai pelabutiawilayah
perairan Indonesia atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya yang mengjigam
kapal” antara lain kegiatan penundaan kapal, peikger untuk
kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah airpeagangkutan
penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyakgsbumi®

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahur 28dtang Tata
Cara dan Persyaratan Pemberian ljin Penggunaan! Kegiag untuk
Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengamhdgkenumpang
dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Daleageri®
Dalam Permenhub ini diberikan dispensasi bagi kagpsihg untuk
beroperasi di dalam negeri selama tidak tersedipalkderbendera
Indonesia dengan kegiatan terbatas pada: Surveyakidan gas bumi,
Pengeboran, dan konstruksi lepas patitai.

Berdasarkan kutipan-kutipan peraturan perundamigwugan tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa asalsotagemengatur 4 (empat) ketentuan yang
dikenal sebagai 4 Pilar As@abotage sebagai berikut:

1. Kapal harus dimiliki oleh perusahaan angkutan hesional,

2. Kapal harus berbendera Indonesia

3. Kapal harus diawaki oleh awak kapal berkewargaraegaidonesia

" Indonesia, PP No. 20 Tahun 200). Cit, Penjelasan Ps. 5 ay. (2).

8 Departemen PerhubungaReraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pemberian ljin Penggunaan Kapal Asintuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk
Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dakegiatan Angkutan Laut Dalam
Negeri Permenhub No. PM 48 Tahun 2011.

81 Josef A. Nae Soi, “Perjuangan Panjang A3abotag&, Seminar Nasional PPAL tentang
Implementasi Asa€abotage Jalanesa (Edisi No. 3 Juli Th 1. 2011), Hal.10.
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4. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang danksteang antar pulau
atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

2.1.3. Manfaat dan Tujuan Penerapan Asas Cabotage :
Penerapan asaabotagememiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mencegah atau mengurangi ketergantungan kepadgapatakapal-kapal
asing®?

Dengan memberikan kesempatan berusaha yang sehsas/h bagi
perusahaan angkutan laut nasional dan lokal, dkara tercapai
kemandirian pelaku bisnis lok&.

2. Memperlancar arus barang atau jasa dan manusieelkeuts wilayah
nusantara secara luas dengan pelayanan maksimal tatepi dengan
harga yang wajar, termasuk kedaerah-daerah tetgénci
Salah satu upaya penyedia kesempatan kerja bagawagar&®
Meningkatkan perekonomian bangsa.

Asas ini mengamanatkan agar industri perkapalary yzeroperasi di
perairan Nusantara adalah kapal yang berbenderandsd. Asas
cabotage diyakini sangat berguna untuk meningkatkan perekoan

masyarakat Indonesia. Dengan asas ini, diperkenankamberikan
dispensasi muatan kepada kapal-kapal nasional. [Jékglan dengan
efektif, kebijakan ini diyakini bisa menarik kembdévisa nasional. Sudah
menjadi rahasia umum bahwa selama ini kapal asshgh tmengeruk
miliaran dolar dari industri pelayaran Indone&fa.

5. Sebagai andalan dan penunjang sistem Pertahanan Kdamanan
Nasional (Hankamna¥)

Dengan demikian asasbotagetidak dimaksudkan hanya untuk kegiatan
pengangkutan barang dan/atau orang antar pelakdihdalam perairan

8 Departemen Perhubungan, Balitbang, “Studi Penerafiaas Cabotage dalam
Pelayaran Nasionall.aporan Akhir Penelitiarf2004), hal.8
% |slahuddin Loc.Cit.
8 Balitbang Dephub,oc. Cit, Hal.8
85 |
Ibid.
% |slahuddin Loc. Cit.
* bid.
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Indonesia, tetapi juga untuk semua kegiatan lainpgag berada di
perairan Indonesia.
6. Untuk memantapkan kedaulatan negara.
Asas cabotage bukan semata-mata menyangkut masalah ekonomi dan
proteksi ekonomi tetapi menyangkut juga masalahijdedn, politik,
hukum dan hankam yang menyangkut masalah kedaulatgars®
khususnya di dalam industri maritffh.
Terlaksananya asasmbotagedengan mulus bukan hanya terkait dengan
kepentingan para pengusaha kapal, melainkan kegenti nasional, karena
keberhasilan perusahaan kapal nasional akan memgngukup banyak tenaga

kerja®®

2.1.4. Penerapan Asas Cabotage

Penerapan asasibotagesangat berbeda dengan konsep kemudahan yang
diberikan oleh suatu negara dalam hal pemberiamldsanpada kapal negara
bersangkutan meskipun kapal beserta pemiliknyak tiderdomisili di negara
tersebut, prinsip ini kemudian dikenal dengaraktflag of convinienceseperti
yang berlaku di Panama, Spanyol, Bolivia, Srilangknaco, Qatar, Liberia,
Bahama, Georgria dan Barbadbs.

Penerapan asasbotagedengan menggunakan kapal buatan dalam negeri
memerlukan dukungan dari semua pihak, yaitu aréanapemerintah, bank atau
lembaga pembiayaan, para pelaku usaha yang menrggunkapal, serta
perusahaan pelayaran nasional, dengan mengadakameiaggunakan kapal
berbendera Indonesia. Namun dalam kenyataannyergggan asasabotage

dengan menggunakan kapal buatan dalam negeri maaityak kendala,

8 Josef A. Nae Sol,oc. Cit.Hal.11

% |slahuddin Loc. Cit.

% Josef A. Nae Sol,oc. CitHal.12

1 Universitas Indonesia, “Evaluasi dan Resolusi Pegyen AsasCabotage dalam
Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasionagaetiokomotif Kebangkitan Ekonomi
Bangsa”Loc. Cit.
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diantaranya biaya dan pajak yang cukup besar seéala adanya jaminan kontrak
jangka panjang dari pihak ketiga selaku penggupalRa

Indonesia merupakan negara ke-16 yang menerapsascabotage’
Penerapan asasabotagedi Indonesia berawal dari Instruksi Presiden Nomor
5/2005 yang mendorong pemberdayaan industri pelayaasional. Tapi UU
17/2008 yang mengatur asssbotagebaru bisa terbit tiga tahun kemudi#n.

Sesuai dengan asasabotage kapal asing hanya boleh masuk ke
pelabuhan internasional. Sedangkan rute domestikughuntuk kapal berbendera
Indonesia. Kapal asing bisa melayani jalur lokBdpi ada syaratnya: harus
berbendera Merah Putih. Artinya, semua awaknya memakan tenaga kerja
Indonesia, mayoritas saham pemilik kapal dikuaksi pengusaha Indonesia, dan
perusahaannya berdomisili di wilayah Nusantardntuk dapat tercapainya hal
tersebut, jalan keluar yang paling mudah bagi @éraan-perusahaan pelayaran
asing yang masih mau beroperasi di perairan Indam@emlah dengan melakukan
joint venturedengan perusahaan pelayaran Indonesia, dipeanaer asing harus
melepaskan sahamnya sehingga kepemilikan saparmer lokal 51% dan

partnerasing 49%.

Penerapan asasabotage berdampak positif bagi industri pelayaran
nasional. Dulu Indonesia merugi Rp 100 triliun farun karena laut di Indonesia
dipenuhi kapal asing. Sejak asabotagediterapkan, industri pelayaran nasional
bangkit. Pada tahun 2005, jumlah armada kapal naksizaru 6.041 unit. Pada
akhir November 2011 jumlahnya meningkat 80% menjE@iB72 unit, secara
tonase meningkat 157,32%. Jumbhasseldalam negeri dibandingkan dengan

vesselberbendara asing juga mengalami kemajuan yangasgegat. Sampai

92 Association, Indonesian National Shipowner®eklarasi AnggotalNSA untuk
Mendukung ProgranCabotagedi Wilayah Perairan Republik Indonesia”, Jakafi&,November
2010

9 Universitas Indonesia, “Evaluasi dan Resolusi Payan Asa£abotagedalam Rangka
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sebadainhatif Kebangkitan Ekonomi Bangsa”,
Loc. Cit.

% Ppadjar Iswara,Et all., “Terkurung Ayat Aturan Universal’”, 1 Januari 201
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/201 Y8EB/mbm.20110131.EB135811.id.html,
Diunduh 27 Desember 2011, Pukul 12.26.

% bid.
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dengan bulan September 20dgsselalam negeri mencapai 98,89#erusahaan
pelayaran juga tumbuh pesat, dari 317 pada 2005exiie382 pada Tahun 2089.

Meski penerapan asasbotagememiliki dampak positif, namun Infaco
Alumni FTUI dalam Deklarasi Nomor 3 menyatakan bahkahwa terhitung
sejak tanggal 1 januari 2011, Pemerintah Repubiifomesia dalam hal ini
Instansi terkait telah tidak konsisten dan tidakusememperjuangkan penuntasan
kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia pddar geelayaran sesuai yg
diamanatkan pada Undang Undang Nomor 17 Tahun gasal 56 dan 57 serta
amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005. &amg terus dibuat tidak
dipercaya berdiri dikaki sendiri dan terus tergagtipada kemampuan kapal
asing’®

Ini terbukti dengan direvisinya Peraturan MentegriRibungan Republik
Indonesia, mulai KM 22 tahun 2010 yang merupakamsrelari KM 71/2005,
serta KM 73 Tahun 2010 sebagai revisi dari KM 22dra 2010 yang isinya
sangat bertentangan dengan UU No.17 tahun 2008.

2.1.5. Perbandingan Penerapan Asas Cabotage dengan Negara-NegaraLain

Asas cabotage berlaku universal. Hampir semua negara di dunia
menerapkannya. Tapi ketentuan di Indonesia jaulh I&dnggar daripada di
Amerika Serikat. Pengusaha kapal asing bisa bergatu dengan pengusaha

Indonesia. Pengusaha asing masih boleh memililirassampai 49 perséh.

Penerapan asasabotagedi Amerika Serikat jauh lebih ketat. Untuk
menunjang industri maritim, Pasal 27 undang-undifagitim Amerika yang

lebih dikenal denganJones Act mengharuskan semua transportasi air yang

% Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perfgan Laut, “Arah Kebijakan
Pembangunan Pelayaran Nasional untuk Mendukungkd2elaan Hulu Migas Indonesia”,
(Disampaikan Pada Acara Konvensi Nasional PerkapBlan Transportasi Hulu Migas Tahun
2011 oleh BP Migas, Surabaya: 19 Desember 2011).

" padjar IswaraEt all., Loc. Cit.

% Indonesian Cabotage Advocation Forutkatan Alumni Fakultas Teknik Universitas
Indonesia, INFACO lluni FTUI, “Evaluasi Penerapan Asafabotage dalam Rangka
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sesuan&inhapres No.5 Tahun 2005 dan UU No.17
Tahun 2008, Deklarasi Nomor 3”.

% padjar IswarzEt all., Loc. Cit.
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mengangkut barang dan penumpang antar pelabuhapemiran Amerika
menggunakan kapal berbendera Amerika, dibuat dir&kaedimiliki oleh warga

negara Amerika, serta diawaki oleh paling sedi&fAvarga negara Amerika’

Section 27 of the Merchant Marine Act of 1920 (R6-261), a United

States Federal statute that modulates maritime argiicsm in between
U.S. ports, also commonly known as Jones Act, detls cabotage to
support the U.S. Maritime industry and postulatésatt all goods

transported by water between U.S. ports should dreiedd in U.S.-flag

ships, constructed in the U.S, possessed by UiZeng, and crewed by
U.S. citizens (75% at least}*

Di luar segala kelebihan dan keuntungan yang ilifer oleh
pemberlakuan asasabotage dalam beberapa hal di Amerika sendiri aturan ini
menuai banyak kritik. =~ Pemberlakuan aseabotage secara penuh yang
mengharuskan pengangkutan barang antar pelabuh@dalain wilayah perairan
Amerika menggunakan kapal berbendera Amerika, buataerika, dimiliki dan
diawaki oleh oleh warga negara Amerika mengakibatiglonomi biaya tinggi
karena aturan-aturan tersebut mengakibatkan tigggbiaya perkapalan yang
mengakibatkan hasil pertanian Amerika kurang dapetsaing di pasaran
internasional. Pemberlakuan asabotagesecara ketat juga diyakini sebagai
penyebab banyaknya orang kehilangan pekerjaarddsini perkapalan Amerika.
Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pembuatapak di dalam negeri
Amerika dibandingkan biaya pembuatan kapal di regagara lain, yang
menyebabkan lesunya industri perkapalan di Améfika.

Jalan keluar yang diambil oleh beberapa neganakumengatasi masalah
yang ditimbulkan oleh penerapan asambotagesecara penuh adalah dengan
memberikan relaksasi atau kelonggaran pada atuwanonh berkaitan dengan

pelaksanaan asas terselftt.

10 soumyajit Dasgupta‘Cabotage Laws in the Maritime Industry: Has it Més
Intended Effects?”, June 24, 2011 — 10:50, pmtip://www.marineinsight.com/misc/maritime-

law/cabotage-laws-in-the-maritime-industry-has-#siis-intended-effects/ Diunduh 27
Desember 2011, Pk. 13.10.
101 H
Ibid.
102 |pjd.
103 pjd.
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Sebagai contoh India. Negara ini telah merevisram mengenai asas
cabotage Revisi hukum berkaitan dengan asabotagemengijinkan perusahaan
pelayaran asing menerima pengangkutan barang-banatgk diekspor dari
pelabuhan-pelabuhan domestik dan ke pelabuhan rdegeri dan melayani
sebagai kapal feeder untuk membawa barang-barang impor ke berbagai
pelabuhan. Mereka bahkan sedang mempertimbangkak mengijinkan kapal-
kapal asing beroperasi sepanjang pantai perairaekaéanpa pembatasdfi.

Di beberapa negara seperti Malaysia, hukum memngeadotage
mengijinkan kapal berbendera asing yang dijalandeh perusahaan pelayaran
terdaftar, untuk mengangkut barang-barang dagadg&epanjang garis pantai
jika tidak ada kapal dalam negeri tersera.

Asas cabotage dapat bermanfaat bagi perniagaan, perekonomiam, da
negara dalam banyak hal, jika dilakukan beberapggseiaian yang menurunkan
biaya kargo antar pelabuh&f.

2.2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pemgddsang dan jasa
Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Presiden No.td&iun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/a@#K, mengatur secara
khusus mengenai pengadaan kapal.

Perpres 54/2010 hanya menjelaskan bahwa yang diuthalengan barang
adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujwedgdrak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, glipakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barar’

Ruang lingkup yang diatur oleh Perpres 54/2010 rantain adalah
pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Usahk Neigara (BUMN) yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankgmadé& Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APEBR).

19%1bid.

195 bid.

198 |bid.

97 |ndonesia, PP No. 54 Tahun 200. Cit.,Ps.1 angka 14.
198 hid., Ps. 2 ayat (1) butir b
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Menurut Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa d#dagsanakan
melalui pelelangan/seleksi internasional harus negikdn kesempatan seluas-
luasnya kepada penyedia barang/jasa nasional.

Keberlakuan Perpres 54/2010 menurut Ketentuan iRanal Perpres
54/2010, pengadaan barang dan jasa yang dilakuKaglusn tanggal 1 Januari
2011 maupun yang sedang dilaksanakan berdasarkaashekan Keputusan
Presiden No. 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) mdadat berpedoman pada
Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PangaBarang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diudrakhir dengan Peraturan
Presiden No. 95 Tahun 2007 (Perpres 95/2007). Bami pula
perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani bexdas Keprres 80/2003, tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kéarifta

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Uddla Negara
(BUMN) yang pembiayaannya tidak dibebankan kep&adB(\), tidak mengikuti
Perpres 54/2010 karena menurut Pasal 24 Ayat (HakgrUndang Nomor 17
Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan NeédAr@Pemerintah dapat
melakukan penyertaan modal kepd8ldMN. Artinya tanggung jawab BUMN
kepada Pemerintah hanya sebatas modal yang ditamamkemerintah, dan
pertanggungjawaban ini disampaikan dalam Rapat UnRemegang Saham
(RUPS). Untuk mengawasi BUMN, Pemerintah menengratkang-orangnya di
Dewan Komisaris/Dewan Pengawds.Secara khusus pengadaan barang dan jasa
BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN NomPER-
05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Paagddhrang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara (Permen 05/2008). Peaatiumi mengatur tentang
pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersiariduar APBN.

Pada Pasal 5 Ayat (2) Permen 05/2008 dijelaskawdatara pengadaan
barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara datatatapi tidak terbatas pada :

199pid., Ps. 132 angka 1-3.

119 1ndonesiajUndang-Undang Tentang Keuangan Negds®) No. 17 Tahun 2003, LN
47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Pasal 24 Ayat (1).

111 syukriy Abdullah, “Pengadaan Barang dan Jasa dulBUidak Mengikuti Keppres
80/2003", http://syukriy.wordpress.com/2009/12/2Hgadaan-di-bumn-tidak-mengikuti-keppres-
80/, Diunduh 11 Januari 2011 Pukul 9.33.
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a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk kasaultan, yaitu
diumumkan secara luas melalui media massa guna earemb
kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yangnoiém
kualifikasi untuk mengikuti pelelangar’

b. Pemilihan langsung, atau seleksi langsung untukgameen jasa
konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yaagatkan kepada
beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 peumawarart®

c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang darygag dilakukan
secara langsung dengan menunjuk satu penyediaghdeamjasa atau
melaluibeauty contest™*

d. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap bayang terdapat
dipasar, dengan demikian nilainya berdasarkan hzagar:'

Selanjutnya, pada Pasal 5 Ayat (3) dinyatakan bahwacara Pengadaan
Barang dan Jasa selanjutnya diatur lebih lanjut Bieeksi BUMN sendiri:*®

Sebagai tindak lanjut dari Permen 05/2008, bebeBafdN menerbitkan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasditietSe tidak terkecuali
PT Pertamina (Persero) (Pertamina) dan PT PerusaBaa Negara (Persero),
Tbk. (PGN). Demikian pula PT Nusantara Regas smbagak perusahaan
patungan antara Pertamina dan PGN menerbitkan RedoRelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa yang isinya merupakanggabantara pedomaan

pengadaan Pertamina dan PGN.

2.3. Pengadaan Kapal dalam Hukum Pelayaran
2.3.1. Pengertian Pengadaan K apal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002ng Perkapalan
(PP 51/2002), pengadaan kapal adalah adalah kegiaanasukkan kapal dari
luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal bangu@an untuk didaftarkan

dalam daftar kapal Indonesig.

112 permen 05/200&)p. Cit.,Pasal 5 Ayat (2) butir a.

13bid., Pasal 5 Ayat (2) butir b.

14bid., Pasal 5 Ayat (2) butir c.

151bid., Pasal 5 Ayat (2) butir d.

1%bid., Pasal 5 Ayat (3)

17 syukriy Abdullah, “Pengadaan Barang dan Jasa dviBUidak Mengikuti Keppres
80/2003”,Loc. Cit

118 |ndonesia, PP No. 51 Tahun 20@®). Cit, Ps. 3 ay.(1).
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Pengadaan kapal atau kegiatan memasukkan kapaiiaapun bekas dari
luar negeri perlu diatur karena usaha galangan walagbelum memadai untuk
memenuhi seluruh kebutuhan kapal nasional. Selaimengadakan kapal bekas
dari luar negeri jauh lebih murah dibandingkan hatgpal bangunan baru dalam
negeri. Perbandingan harganya adalah 1:4. Wakng ydiperlukan untuk
membangun kapal yang baru adalah 1-2 tahun pet kagdangkan mengadakan
kapal bekas dari luar negeri hanya memerlukan wakbulan. Selain itu 80%
dari harga kapal bangunan baru dalam negeri adi@ang import. Itu sebabnya
para pelaku usaha yang membutuhkan kapal lebih lthemmtuk mengadakan
kapal bekas daripada membuat kapal baru. Dengarkid@nusaha atau proyek
yang menggunakan kapal dapat cepat dijalankansasegembuahkan hasil dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pajakneessuk kapal sebesar 5%

dirasa sangat memberatkan oleh para pelaku usdatidatig maritin.*®

Selain itu, industri pelayaran nasional lebih mémrenggunakan kapal
asing ketimbang membuat kapal baru untuk menjatabkanisnya, karena untuk
pengadaan kapal baru, selain harus mengeluarkagalkadana, juga jika
dibangun di dalam negeri akan dikenakan berbageamaajak yang akan lebih
memberatkan mereka. Seperti halnya untuk membaisgbnah kapal kargo,
pihak pelayaran bukan hanya dibebankan pada biayg tmggi dari pembuatan
kapal tersebut, tetapi juga dikenakan pajak baramyvah yang jumlahnya
menurut industri pelayaran setara dengan satu Hapal baru. Selain itu, PT
PAL Indonesia (Persero) (PT PAL) yang merupakan aBadJsaha Milik
Negara,walaupun sudah mampu untuk membangun sédapaihtanker, namun
untuk kapaltanker dengan spesifikasi khusus masih belum dapat dikulni
dikarenakan selain membutuhkan dana yang cukup,liekaologi yang dimiliki
juga masih terbatas, sehingga sampai saat ini glesas-perusahaan dibidang
minyak dan gas masih menggunakan kagaker asing. Dengan melihat kondisi
yang cukup memberatkan itu, maka para perusahaayapan nasional lebih

memilih membuat kapal jenis kargo diluar negemmuamembuat kapal didalam

119 Bambang Harjo, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha #agkSungai Danau dan
Penyeberangan (Gapasdap), Ketua Alumni Teknik Kafaunstitut Teknologi Surabaya dan
Pemilik Galangan Kapal, Wawancara 16 Desember 2001Yusuf Adiwinata No0.33 Jakarta
Pusat, Pukul 16.15.
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negeri tetapi didaftarkan (atasnama) luar negetiukunmenghindari Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu jika indus&lgyaran nasional membangun
kapal di luar negeri, kemudahan yang di dapatselendapatkan sokongan dana
dengan bunga yang cukup terjangkau dari bank dirkapal tersebut dibangun,
juga dibebaskan dari berbagai macam pajak. Mak&éakn jika hingga saat ini
banyak kapal asing yang sesungguhnya milik perasahpelayaran nasional,
namun masih menggunakan bendera negara dimanat&egetiut dibuat. Dan hal
ini juga dikarenakan kapal tersebut masih dalanagdéasing. Satu hal yang
masih dianggap kurang adil oleh para perusahaaygrein nasional berkaitan
dengan pembangunan kapal baru adalah, pemerintm mlembebaskan dari
berbagai macam pajak, jika perusahaan pelayarag gang membangun kapal di
PT PAL. Dengan banyaknya pengadaan kapal asing méddnyaran nasional,
sebenarnya justru membuat semakin terpuruknya indussional yang secara
otomatis kalah bersaing dengan kapal asing tersédarena selama tah#gmasing
belum selesai, maka seluruh sumber daya manusid)YS@ang ada di kapal
tersebut masih diwajibkan menggunakan SDM dari Kegambuat kapal. Selain
itu dari sisi teknologi juga kapal nasional sudamnyak yang berusia lanjut,
sehingga sulit untuk mengikuti persaingan yang &em&etat dewasa ini.
Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh kapal asimglah seakan menunjukan
kalau industri pelayaran masih menjadi tamu di tumya sendiri. Karena
keistimewaan itulah maka banyak industri pelayarasional yang mendatangkan
kapal asing dengan menggunakan dokumen impor sameiang tujuannya tak

lain agar dapat terhindar dari berbagai pajak yaembelit merekd?°

2.3.2. Dasar Hukum Pengadaan K apal** :

120 Chandra Motik Yusuf, “Aspek Hukum Perkapalan daarBportasi di Kegiatan Usaha
Ulu Minyak dan Gas (Migas) Bumi - Dibuat di Dalamedéri Lebih Mahal”, (Rapat Kerja
Konvensi Nasional Perkapalan dan Transportasi 28afgbaya: 19-20 Desember 2011), Hal. 52.

121 «pengadan Kapal’, 28 Oktober 2010, http:/poetedid/Marine/pengadaan-
kapal.php Diunduh 21 Desember 2011 Pk.21.43
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Peraturan perundang-undangan yang menjadi daskumhutentang

pengadaan kapal, baik secara langsung maupun lkd@sung adalah sebagai
berikut:

1.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS) gatiratifikasi
dengan Undang-Undang No. 17/1985 tentang PengesHloawensi
Hukum Laut Internasionaf?

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

UU 17/2008 menjadi dasar bagi pembentukan peratpelaksana di
bidang pengadaan kapal.

Peraturan Pemerintan No. 51 Tahun 2002 tentang apaidn (PP
51/2002)'%*

Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 PP 51/2002 mengatang Pengadaan,
Pembangunan, dan Pengerjaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahuf62@ntang
Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kedpal

Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal (Permenh2@0#>

Permenhub 26/2006 mengatur antara lain tentangitsygarat pengadaan
kapal dan tata cara penggunaan bendera kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2&ithiig Tata Cara
Dan Persyaratan Pemberian 1zin Penggunaan KapadAsituk Kegiatan
Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Peramgpdan/atau
Barang dalam kegiatan Angkutan Laut Dalam Negererr{fenhub
48/2011)%°

Permenhub 48/2011 mengatur antara lain tentangjkemdelang dengan

mengundang perusahaan pelayaran nasional bagi geag&apal asing

122 |pid.
123 |bid.
124 |bid.
125 |pid.
128 |bid.
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yang dikecualikan dari asasibotage yaitu kapal-kapal asing yang akan
melakukan kegiatan hulu dibidang minyak dan gasiBm

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang rirdppal Niaga

dan Kapal lkan dalam Keadaan Baru dan Bukan B&ru

2.3.3. Syarat Pengadaan K apal

Syarat-syarat dan tata cara pengadaan kapal diaiam Permenhub
56/2006 dan PP 51/2002.

Pengadaan Kapal dapat dilakukan jika kapal memiidkumen dan surat-
surat kapal yang lengkap dan sah serta kondisilkay@gmenuhi persyaratan
keselamatan penumpaffg.

Pengadaan kapal untuk didaftar sebagai kapal beéeb&rnndonesia dapat
dilakukan dengan cara memasukkan kapal dari lugernéaik kapal bangunan
baru maupun kapal bekas berbendera asing. Pemg&dpal yang seperti itu
tidak memerlukan ijin, namun wajib memenuhi perajam keselamatan kapal
dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta medukkmen kapal yang sah

dan masih berlaku dari negara bendera asal k&bal.

Kapal yang dapat didaftar sebagai kapal berbentitetanesia adalah
kapal dengan ukuran tonase kotor 7 (GT 7) atalhldan dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikagelsarkan hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia. Pendaftaran kapséliut dapat dilakukan di
kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan L&t di pelabuhan-pelabuhan
seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Rdmale26/2006 oleh pejabat

berwenang berdasarkan persyaratan sesuai keterangrberlaku?*

2.3.4. Tata Cara Penggunaan Bendera Kapal

271pid., Pasal 10 Ayat 2.

128 |pbid.

129 |ndonesia, PP No. 51 Tahun 20@®). Cit, Ps. 3 ay.(2).

130 Departemen Perhubungdermenhub No. KM 26 Tahun 200Bp. Cit.,Ps. 1 ay. (1)
dan (2).

131 1bid., Ps. 2 ay. (1) dan (2).
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Pemilik kapal yang baru dibangun di luar negerigyakan didaftarkan
untuk dapat menggunakan bendera Indonesia sebegdeta kebangsaan harus
memberitahukan secara tertulis kepada Direktur el@hdPerhubungan Laut
dengan melampirkan :

1. Kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi oletafi& atau pejabat
pemerintah yang berwenang dari negara tempat kiitpeahguri®2
2. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telahkgisaf?

Kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi olebafi seperti yang
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permenhub No. KRO®& diajukan jika kapal
telah siap untuk diperiksa dalam rangka penertsitaat dan sertifikat kapat?

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksah dRdsal 3 ayat (1)
Permenhub Km.26/2006, Direktur Jenderal Perhubunbaot memberikan
petunjuk pelaksanaan penggunaan bendera dan peasefpenggunaan nama
serta penetapan tanda panggilan sebagai kapalds@okepada pejabat di Kantor
Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal dgwsmn dengan tembusan
kepada pemilik kapdf® Dalam hal di tempat kapal dibangun tidak terdapat
Kantor Perwakilan Republik Indonesia, petunjuk ks#maan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Permenhub KM 26/d#ikan kepada pejabat
pemeriksa keselamatan kapal yang diberi tugas detektur Jenderal
Perhubungan Laut untuk melaksanakan penggunaanetaefiti Petunjuk
Pelaksanaan di atas diterbitkan dalam waktu pdanga lima hari kerja sejak
tanggal penerimaan pemberitahuan dari pemilik kapalg dilengkapi dengan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayRe(tenhub KM 26/2002.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan penggunaanrdei@gaimana
dimaksud dalam Pasal 4, pejabat pada Kantor PdemaRiepublik Indonesia di
tempat kapal dibangun atau pejabat pemeriksa keata kapal yang diberi
tugas melaksanakan penggunaan bendera melakilkan

1. Penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang ditgar, meliputi :

1321pid., Ps. 3 ay. (1) butir a.
1331bid., Ps. 3 ayat (1) butir b.
134 1bid., Ps. 3 ayat (3)

13 bid., Ps. 4 ayat (1)

130 bid., Ps. 4 ayat (2)
1371bid., Ps. 5 ayat (1)
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Kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi oleltafif atau
pejabat pemerintah yang berwenang dari negara teyggaal
dibangur®®

Berita serah terima kapal;

Surat keterangan pembangunan kdfal

Rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawabnddidang
kegiatan penangkapan ikan, khusus bagi kapal p&aprigart**;
dan

Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telahkgisdh

2. Pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis, dawo isefta pencegahan

pencemaran dari kapal.

Pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis, daio m@ithkukan oleh

pejabat pemeriksa keselamatan kapal pada KanteraRigin Rl di tempat kapal
dibangur*® Dalam hal di Kantor Perwakilan Republik Indonesitak terdapat

pejabat pemeriksa keselamatan kapal, Direktur Jahdeerhubungan Laut

menugaskan pejabat pemeriksa keselamatan kapal kadeior perwakilan

Republik Indonesia terdekat atau dari direktoratéeal Perhubungan Laut untuk

memeriksa pengukuran dan pemeriksaan sebagaiamaakslid pada ayat (1)

huruf b***

Menurut Pasal 6 Permenhub 26/2006, penggunaarefzménya dapat

dilaksanakan apabila hasil penelitian terhadap ohahu serta pengukuran dan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(Hyaelah memenuhi

persyaratan

sesuai dengan ketentuan yang béffakuPenggunaan bendera

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diakasardengan menyerahkan

surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan olelmpentah Indonesi&'® Surat

tersebut berisi Surat Ukur Sementara dengan mésadiaa bulan, Surat Tanda

138 bid.,
139bid.,
1401pid.,
1 bid.,
142 \bid.,

3 |bid

Ps. 5 Ayat (1) huruf a butir 1.
Ps. 5 Ayat (1) huruf a butir 2.
Ps. 5 Ayat (1) huruf a butir 3.
Ps. 5 Ayat (1) huruf a butir 4.
Ps. 5 Ayat (1) huruf a butir 5.
Ps. 5 Ayat (2).

144 Departemen Perhubungan, Permenhub No. KM 26 Tae06, Ps. 5 Ayat (1) huruf a

butir 3.

4% |bid.
14 |bid.

, Ps. 6 Ayat (1).
, Ps. 6 Ayat (2).
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Kebangsaan kapal Sementara dengan masa berlakwtagg Sertifikat SOLAS
sementara, Sertifikat MARPOL Sementara, dan Skatifi Keselamatan
Sementara, masing-masing dengan masa berlaku $1.80la Pelaksanaan
penggunaan bendera diatur dalam berita acara peaggubendera yang
ditandatangani oleh pemilik kapal atau nahkoda migabat yang melaksanakan

penggunaan bendet&.

2.3.5. Penggantian Bendera K apal
2.3.5.1. Ketentuan Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera
Indonesia dan Didaftarkan di ndonesia'®
Ketentuan ini diterapkan secara umum untuk selyemis kapal yang

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan agelay khususnya
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 117 Ayat (21 TJPO08 tentang Pelayaran
yang meliputi terpenuhinya>”

1. Keselamatan KapaP*
Pencegahan Pencemaran dari Kapfal;
Pengawakan Kapaf?
Garis Muat Kapal dan Pemuatai;
Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Penumpang
Status Hukum Kapaf®

Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemair&iayoial; dari’

2 Y 4 4 B

Manajemen Keamanan Kapal
Adapun dasar hukum dari ketentuan mengenai penggamtndera asing

menjadi bendera Indonesia secara umum ad&lah :

17\bid., Ps. 5 Ayat (3) huruf a butir 1.

18 1bid., Ps. 6 Ayat (4).

1499 Chandra Motik Yusuf, “Telaah Permasalahan PengmarBendera Kapal-Kapal
Penunjang Kegiatan Lepas Pan@ifféhorg”, (Makalah, Disampaikan dalam Acara Implementasi
AsasCal?%tageoleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PP2dRarta: 8 Juni 2011).

Ibid.

! bid.

2 bid.

'3 |bid.

>4 pid.

195 pid.

%8 pid.

57 bid.

%8 pid.
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1. Pasal 158 UU 17/2008 tentang Pelay&tan
PP 51/2002 tentang Perkapafin

3. Permenhub KM 26/2006 tentang Penyederhanaan SidtamProsedur
Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bétajet®?

2.3.5.2.Ketentuan Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera

Indonesia yang Masih Terdaftar di Negara Asal dan Belum Dapat

Didaftarkan di Indonesia™®

Ketentuan ini diterapkan kasus per kasus untuk ezl yang belum
sepenuhnya memenuhi persyaratan keselamatan damakaa pelayaran,
khususnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14f7(2yHuruf (f) Status
Hukum Kapal UU 17/2008 tentang Pelayat&h.

Hal ini dapat terjadi pada kapal-kapal yang saatelah bergandi bendera
menjadi bendera Indonesia namun belum dapat di#lafia di Indonesia
dikarenakan masih terdapat kekurangan persyaratatuss hukum kapal,
khususnyaDeletion Certificate (Surat Keterangan Penghapusan Kapal) dari
negara bendera asal kapal yang merupakan buktisagiabahwa kapal telah
dikeluarkan/dihapus dari daftar kapal di negaraleem asal kapal terseb§e.

Kapal-kapal tersebut merujuk pada ketentuan Pasgit (3) Permenhub
KM 26/2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan RnoBemgadaan Kapal dan
Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal, yaitu dilgérkem menggunakan surat
keterangan dari negara bendera asal kapal yangataday tidak keberatan atas
penggantian bendera kapal dimaksud menjadi kapbebdera Indonesid_¢tter
of Undertaking.*®®

Sebagai konsekuensinya, maka untuk kapal-kapathetshanya dapat

diberikan surat dan/atau sertifikat sementara demgasa berlaku terbatas dan

19 bid.
180 pbid.
161 |bid.
182 1bid.
183 bid.
184 bid.
185 1bid.
188 |hid.
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tetap diwajibkan untuk memenuhi persyaratan apabKan didaftarkan di
Indonesia®’
Hal-hal yang perlu dipersiapkatt®
1. Pemilik/Pengelola kapal mengajukan permohonan paaTtEN
bendera kepada Direktur Jenderal Perhubungan'fut.
2. Persyaratan-persyaratan kelaiklautan kapal selanpatiaDeletion
Certificatewaijib dilengkapi dan dilakukan pemeriksaan fisitp&l* "
3. Letter of Undertakingsebagai pengganibeletion Certificatewajib
dipenuhi paling lambat pada saat dilakukan pemaaikdisik kapaf.*
4. Pemenuhan kewajiban terkait dengan instansi laifibwdipenuhi
diantaranya Kementerian Perdagangan, KementeriamdBstrian,

dan Kementerian Keuangaff.

2.35.3Ketentuan Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Kapal

Berbendera Indonesia, Khususnya untuk Kapal yang Dimiliki oleh

Perusahaan Asing yang Belum Memenuhi Persyaratan Kepemilikan

dan Masih Terdaftar di Negara Bendera Asal'”

Ketentuan ini dapat digunakan sebagai pendekatamegshan
permasalahan penggantian bendera, khususnya urapél-kapal penunjang
kegiatan lepas pantapffshorg yang dipastikan ketersediaannya sangat terbatas
dan pengoperasiannya hanya dibutuhkan untuk jangkéu yang singkat’*

Untuk kapal-kapal tersebut dapat merujuk pada keten Permenhub
Nomor KM 26/2006 tentang Penyederhanaan SistemRtasedur Pengadaan
Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapalgaderpenyecualian

persyaratan-persyaratan status hukum sebagai befiku

%7 |bid.
188 |bid.
189 pid.
170 pid.
11 bid.
172 bid.
173 bid.
174 bid.
175 bid.
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1. Dispensasi kepemilikan kapal, sebagaimana diatlandd@asal 158
UU 17/2008 tentang Pelayaraf.

2. MeniadakarBill of Salé’’

3. MeniadakarProtocol of Delivery’®

4. MenggantiDeletion CertificatedengarLetter of Undertakintf®

Untuk itu perlu adanya tambahan ketentuan pengatsedagai payung
hukum berupa peraturan dari Direktur Jenderal Remhgan Laut®

Sebagai konsekuensinya, untuk jenis kapal terdedouga dapat diberikan
surat dan/atau sertifikat sementara dengan madakbeterbatas yang hanya
untuk dioperasikan di perairan Indonesia dan apalkan didaftarkan di
Indonesia, maka harus berdasarkan kesepakatan peanilik kapal untuk
memenuhi persyaratan dan persetujuan pemerintaranegndera asal kapal dan

pemerintah negara bendera kapal Indonésia.

2.3.5.4.Penggantian Bendera Kapal Berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006
Pemilik kapal bekas berbendera asing yang akaantlipendera dan akan
didaftarkan sebagai kapal berbendera Indonesiashaengajukan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengéamperkart® :
1. Bukti pembayaranBill of Salg yang dilegalisasi oleh Notaris atau oleh
pejabat pemerintah yang berwenang dari negara headal kapai®
Berita acara serah terima kap@atdtocol of Delvery and Aeptance}?*
3. Surat keterangan penghapusBelétion Certificatg yang diterbitkan oleh
negara bendera asal kapal;
4. Surat dan sertifikat yang diterbitkan oleh negamadera asal kapaf: dan

178 bid.

Y7 bid.

78 bid.

79 pid.

180 pid.

181 pid.

182 Departemen Perhubungan, Permenhub No. KM 26 TaB06,0p. Cit.Ps. 7 Ayat

1) .

183 bid., Ps. 7 Ayat (1) huruf a.
8 bid., Ps. 7 Ayat (1) huruf b.
8 bid., Ps. 7 Ayat (1) huruf c
18 bid., Ps. 7 Ayat (1) huruf d.
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5. Gambar rancangan umum bangunan kapaheral Arrangement/GAY

Apabila pemilik belum dapat menunjukkan surat ketgan penghapusan
untuk keperluan penggantian bendera dapat digunakiaat keterangan dari
negara bendera asal kapal yang menyatakan tidagrdteln atas penggantian
bendera kapal dimaksud menjadi kapal berbendemésia:®®

Penggantian bendera kapal dilaksanakan di pelabuidonesia tempat
kapal beradd® Atas permintaan pemilik, penggantian bendera Ikaapat
dilaksanakan di pelabuhan luar negeri dalam hahlkakan langsung beroperasi
di luar negeri dan/atau peraturan negara bendedakapal mewajibkan kapal
yang telah dijual kepada warga negara asing hagera dicoretdeleted)dari
daftar negara bendera a$4.

Penggantian bendera dilaksanakan dengan menggyaati dan sertifikat
kapal yang diterbitkan oleh pemerintah negara bendsal kapal dengan surat
dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemeadntindonesia. Surat dan
sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintakldnesia terdiri dari surat dan
sertifikat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasay#& (3) Permenhub
26/2006. Pelaksanaan penggantian bendera kapahdkan dalam berita acara
penggantian bendera yang ditandatangani oleh pekalal atau nakhoda dan

pejabat yang melaksanakan penggantian berdera.

24. Keterkaitan antara Asas Cahotage dan Pengadaan K apal

Permenhub 48/2001 akan menjadi fokus dalam pemelitii. Pasal 10
ayat (2) Permenhub 48/2011 menyatakan balzia penggunaan kapal asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberdteln Menteri setelah
dilakukan minimum 1 (satu) kali upaya pengadaanakdgrbendera Indonesia
dan ternyata tidak tersedia kapal sejenis yang epeldra Indonesia yang
dibuktikan dengan pengumuman lelard

87 1bid., Ps. 7 Ayat (1) huruf e.

18 pid., Ps. 7 Ayat (3).

189 bid., Ps. 8 Ayat (1).

10 bid., Ps. 8 Ayat (2)

¥Lpid., Ps. 11.

192 Departemen PerhubungdPeraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Dan
Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asinguk) Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk
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Untuk mengetahui makna isi Pasal 10 ayat (2) Pefnoie 48/2011
sebagaimana tersebut di atas, perlu diketahui bapgt (1) pasal yang sama

sebagai berikut, 1zin penggunaan kapal asing ssimaga dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memempehsyaratari®®

mS@me a0

Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal damyail kerja
kegiatan yang ditandai dengan koordinat geogréfis;

memiliki charter party antara perusahaan angkutan laut nasional
dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/aetter of Intent
(LOI) dari pemberi kerj&?®

copy Surat 1zin Usaha Perusahaan Angkutan LautR&L),
copy Sertifikat Tanda Kcbhangsaan/Pendaftaran Kpal:;
copy Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal;
copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran K&pal;

copy Sertifikat Klasifikasi Kapai®®

copy Daftar/Sijil Awak Kapal; dait*

copy Sertifikat Manajemen Keselamafah.

196

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kapal ass®pagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Permenhub 48/8&$&but di atas, berikut
bunyi lengkap Pasal 2 Permenhub 48/2011:

(1).Kapal asing dapat melakukan kegiatan yang tidakndsuk kegiatan
mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegaaigkutan laut
dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjapal berbendera
Indonesia belum tersedia atau belum cukup ters€tlia.

(2).Kapal aging sebagaimana dimaksud pada ayat (1 wegmiliki izin dari
Menteri:

Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dakampiatan Angkutan Laut Dalam
Negeri Permenhub No. 48 Tahun 2011, Ps. 10 ay. (2).

193bid., Ps. 10 ay. (1).

% bid., Ps. 10 ay.(1) butir a.

19 bid., Ps. 10 ay.(1) butir.b

1% pid., Ps. 10 ay.(1) butir c.

7 bid., Ps. 10 ay.(1) butir d.

198 pid., Ps. 10 ay.(1) butir e.

199bid., Ps. 10 ay.(1) butir f.

20 bid., Ps. 10 ay.(1) butir g.

11bid., Ps. 10 ay.(1) butir h.

292 |bid., Ps. 10 ay.(1) butir i.

3 pid., Ps. 2 ay.(1).

bid., Ps. 2 ay.(2).
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(3).Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengahgienumpang
dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut datgeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiafan:

survey minyak dan gas burff

pengeborai®’

konstruksi lepas pant&f®

penunjang operasi lepas parffai;

pengerukan; d&n’

salvage dan pekerjaan bawah?atr.

~PQ0 Ty

Berdasarkan kutipan pasal-pasal Permenhub 48/20ddagaimana
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaklapal dengan cara lelang
wajib dilaksanakan untuk mengetahui tersedia ai@daknya kapal berbendera
Indonesia hanya untuk kapal-kapal yang fungsinydiponte kegiatan survey
minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi le@agap penunjang operasi
lepas pantai, pengerukan, dsalvagedan pekerjaan bawah air, atau dengan kata
lain adalah kapal-kapal yang berhubungan dengamatieghulu minyak dan gas.
Sedangkan untuk kapal-kapal yang fungsinya selagal pengangkut orang dan
barang dan jenis kapal yang tidak termasuk dalangaieran Pasal 2 ayat (3)
Permenhub 48/2011 tersebut di atas, dalam prosegagaannya tidak berlaku
ketentuan pelelangan sebagaimana dimaksud dalameRleub 48/2011, karena
terhadap kapal-kapal tersebut diterapkan asdmtagesecara murni. Untuk
memudahkan sistematika penulisan selanjutnya, #apsl yang dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) Permenhub 48/2011 tersebatiag, untuk selanjutnya
akan disebut sebagai “Kapal yang Dapat Dikesampimgkari Penerapan Asas
Cabotagedengan Pembuktian Lelang.”

Berdasarkan Permenhub 48/2011, ada keterkaitamaaptmerapan asas
cabotage dalam pengadaan kapal, namun keterkaitan tersabak tegas.
Artinya, masih dimungkinkan penggunaan kapal betbemasing untuk kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang dingaklalam Pasal 2 ayat (3),

295 bid., Ps. 2 ay.(3).

2%%bid., Ps. 2 ay.(3) butir (a).
27 pid., Ps. 2 ay.(3) butir (b).
28 bid., Ps. 2 ay.(3) butir (c).
29 pid., Ps. 2 ay.(3) butir (d).
201bid., Ps. 2 ay.(3) butir (e).
2 pid., Ps. 2 ay.(3) butir ().
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asalkan setelah dilakukan minimum 1 (satu) kali yapgpengadaan kapal
berbendera Indonesia ternyata tidak tersedia kapgnis yang berbendera
Indonesia.  Hal ketidaktersediaan kapal berbendiedanesia tersebut harus
dibuktikan dengan pengumuman lelang. Pasal 2 dmsalPLO ayat (1) dan (2)
Permenhub 48/2011 merupakan klausula penyelamat gEgggunaan kapal
berbendera asing, namun khusus bagi Kapal yangt@ikasampingkan dari
Penerapan AsaSabotagedengan Pembuktian Lelang. Hal tersebut tidaklterla
mengherankan, mengingat sebelumnya telah diterbifR® 22/2011 dimana
perubahan yang dilakukan pada Pasal 5 PP 20/201@paian klausula
penyelamat bagi kapal berbendera asing untuk bexsipdi Indonesia terutama
dalam kegiatan-kegiatan hulu minyak dan gas bupersiesurvei minyak dan gas
bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, pengnjaperasi lepas pantai,

pengerukansalvagedan pekerjaan bawah air.

UNIVERSITASINDONESIA
AnalisisYuridis..., Agnes Josepha Jasin, FHUI 2012



BAB 3

FLOATING STORAGE AND REGASIFICATION UNIT

3.1. Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)

Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Gas Alam Cairapeng atau
Floating Sorage and Regasification Unit Liquified Natural Gas atau sering
disingkat FSRU merupakan konversi datiNG Carrier. Unit tersebut dapat
melakukan sistem regasifikasi langsung di atas Ikegpga harus dialirkan atau
dibawa pelabuhan terlebih dahdluFSRU merupakan salah satu solusi
pemenuhan kebutuhan gas alam dalam rangka penced@&iengkaan. Pada
dasarnya,FSRU merupakan tempat penyimpanan sementagaefied Natural
Gas (LNG) di atas sebuah kapal yang tertambat. Di atas kapsdbut terjadi juga
proses regasifikasLNG, sehingga gas tersebut dapat dipasok langsung ke

konsumerr.

FSRU terdiri atas dua komponen utama, yaitu sejumlagkispenyimpanan
LNG dan sebuah sistem regasifikasi, yang terdapatadi leapal. Tipikal kapal
FSRU memiliki panjang 350-400 meter dan lebar hingganté&er. Kapal ini
memerlukan kedalaman air tertentu (pada umumnyakbki) untuk singgah.
TangkiLNG yang berbentuk kubah tertanam di atas kapal yemgnbat di dasar
laut, dengan kapasitas penampungan yang bervafiasiah tangki ini biasanya
lebih dari satu buah. Tangki inilah yang akan mgmamyLNG yang dipasok dari
luar. LNG yang berasal dari kapal pemasaNG Carrier) disimpan sementara

pada tangki penyimpanan sebelum akhirnya melabse® regasifikasi.

Proses regasifikadiNG dilakukan langsung di atas kapal tanpa harus

dialirkan atau dibawa ke pelabuhan terlebih dahulinit regasifikasi biasanya

! Ria Dwi Ariani, “Analisis Operabilita§SRU Akibat Beban Gelombangt{Tesis Pasca
Sarjana Teknik Kelautan, ITS), http:/digilib.its.@/ITS-Undergraduate-3100010037425/12071
Diunduh 21/12/11 Pk.11.32.

2 Maria Anindita Nauli, “Sekilas tentang Teknoldgating Sorage and Regasification
Unit (FSRU)”", 26/07/11 at 1:41 pm ,_ http://majarimagazine.comiZ07/sekilas-tentang-
teknoloqsi—floatinq—storaqe—and—reqasification-uisintu/, Diunduh 21/12/11 Pk. 12.07.

Ibid.
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ditempatkan di dek utama kapal dan biasanya digesuadengan kondisi
penerima gas alam. Pada proses iNG yang berwujud cair akan dipanaskan
sehingga kembali berwujud gas. Gas alam ini kenmudiap untuk dialirkan ke

masing-masing pengguna gas afam.

Masing-masing bagiarFSRU baik itu kapal, tangkiLNG, dan unit
regasifikasi harus memenuhi standar ketentuan pangku. Utilitas dan sistem
lain yang dibutuhkan untuk menduku@RU terdiri atas pembangkit listrik,

instrumentasi, dan kontrol, serta sistem dan stakekelamatan yang memadHi.

Secara keseluruharESRU memiliki desain dan komponen-komponen
cukup rumit yang mengkombinasikan antara teknolpgrkapalan, sistem

penyimpanan gas alam, dan teknologi regasifiKasi.

3.1.1. Floating Storage and Regasification Terminal (FSRT) - Jawa Barat

FSRT Jawa Barat terdiri dari beberapa fasilitas yangump&kan satu
kesatuan. Seperti telah kami sebutkan dalam Bé#dwsilitas tersebut antara lain
adalahLNG Carrier, FSRU, dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jaringgora
bawah laut dan fasilitas penerima gas bumi hageésiikasi pnshore receiving
facility). LNG Carrier sebagai fasilitas pendukuRU akan digunakan untuk
mengangkutL NG dari pelabuhan muat di Bontang, Kalimantan TimRelabuhan
muat tersebut dioperasikan oleh PT Badak NGNG Carrier berkapasitas lebih
kurang 125.000 M3 akan berlayar mengangkMG menuju FSRU di Teluk
Jakarta untuk kemudian merapatkeRU dengan bantuan kapal tunda dan kapal
tambat. Setelal.NG Carrier selesai mengalirkabhNG ke FSRU, selanjutnya
LNG Carrier akan kembali berlayar menuju pelabuhan muat di té@an
Kalimantan Timur. Rutinitas seperti ini akan memawakvaktu lebih kurang 10
(sepuluh) hari kalender sebelum akhirydG Carrier kembali memuabNG di
pelabuhan muat. Fasilitas lainnya yaitu jaringapapdasar laut dipergunakan

untuk menyalurkan gas bumi hasil regasifikasi kslifas penerima gas bumi di

1% bid.
1% bid.
2 |bid.
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PLN Muara Karang yang merupakan pengguna akhirFasilitas berikutnya
FSRU, penjelasan mengen&SRU secara umum, telah diuraikan pada awal
tulisan ini, dan mengen&SRU - Jawa Barat secara khusus akan diuraikan dalam
sub bab tersendiri.

FSRT Jawa Barat adalah istilah yang digunakan dalanmuksit Presiden
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang PetaepBelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2610.Saat ini instruksi Presiden tersebut sudah
diperbaharui menjadi Instruksi Presiden No. 14 TaBQ011 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional TaHi?20 Penggunaan istilah
FSRT juga sejalan dengan izin penetapan lokasi termihalsus yang sudah
diterbitkan yaitu Keputusan Menteri Perhubungan K®.66 Tahun 2011 tentang
Penetapan Lokasi Terminal Khusus Niaga Gas Bumgalerasilitas-loating
Sorage and Regasification Terminal Liquified Natural Gas (LNG) PT. Nusantara
Regas di Teluk Jakarta, Kabupaten Administrasi kapan Seribu, Provinsi DKI
Jakarta?*

3.1.2. Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) - Jawa Barat

FSRU Jawa Barat adalah salah satu dari E§RU yang sedang dibangun
oleh pemerintah untuk mengatasi defisit gas di 2688sMMSCFB*2 FSRU Jawa
Barat merupaka”RSRU pertama di Indonesia, pertama di Asia Tenggaraj&ell
Asia dan kedua belas di DuniaFSRU merupakan solusi masalah distribusi
energi. Dengan adany8RU, LNG yang diproduksi di Kalimantan bisa langsung

dinikmati oleh konsumen gas di pulau Jawa tangeetefala masalah pipanisasi.

218 Nusantara Regakgpc. Cit., Hal. 8.

219 Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 200p. Cit.

220 Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2011, Inpres No. 1 Tahun 2011.

221 Departemen PerhubungaKeputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan
Lokasi Terminal Khusus Niaga Gas Bumi dengan Fasilitas Floating Storage and Regasification
Terminal Liquified Natural Gas (LNG) PT. Nusantara Regas di Teluk Jakarta, Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Kepmen No. KP 66 Tahun 2011.

222 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (gas) atau Juta Standar Metrik Kaki
Kubik per Hari (gas)M adalah 1.000 (seribu) jika digunakan dalam huburmigargan satuaBCF
atauBTU. MM adalah 1.000.000 (satu juta) jika digunakan ddtafmungan dengan satuan SCF
atau BTU. Sandard Cubic Foot atauSCF adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi
ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan seliekdrpsi (empatbelas dan tujuh per sepuluh
pound per square inch) dan pada temperatur 60 am@muh derajat Fahrenheit) dalam kondisi
kering, http://id.wikipedia.org/wikiiMMSCFDDiunduh 28/12/11 Pk. 12.05.
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Sebelumnya, pasokan kebutuhan gas bumi domestikahditakukan dengan

menggunakan jaringan pipa gas bafii.

LNG hasil regasifikasFSRU Jawa Barat ini seluruhnya akan dimanfaatkan

untuk pembangkit listrik PLN Muara Karang dan TamjwPriok, Jakart&*

Pemerintah menargetkan FSRU - Jawa Barat dapati maperasikan
pada 1 Maret 201> Sebagai kontraktor pemenang tender untuk pr&ygRU,
Golar LNG Energy Limited memiliki kewajiban untuk menyerahkaSRU di
awal tahun 2012 dan menyewakannya kepada PT NusdR¢gas selama sekitar
11 tahurf?®

FSRU yang digunakan oleh PT Nusantara Regas adalahekaiiNG
Carrier bernama Khannur”. Berdasarkan keterangan dari PT Nusantara Regas
saat ini sedang dalam proses penggantian namadn&djsantara Regas Satu”.

FSRU — Jawa Barat dibangun dengan kapasitas lebih3d@iga) juta ton
LNG pertahun atau setara dengan 400 (empat ratuskautskubik gas per hari
dan berlokasi = 15 km dari lepas pantai utara Jakaada koordinat 05° 58’ -
28,920” LS / 106° — 47’ — 57,960” B¥'

PengoperasiaffSRU — Jawa Barat olen PT Nusantara Regas dilakukan
bersama dengaBolar LNG Energy Limited. FSRU ini dilengkapi dengan fasilitas
regasifikasi sebanyak 3 (tiga) ufft.

Untuk menjaga dan menahan pergerak&RU agar tetap dalam kondisi
stabil, maka dibangun fasilitas sistem tambabofing system) dengan tipe
mooring dolphin. Pilihanmooring system tipe ini berdasarkan kondisi oseanografi

di pantai utara Jakarta yang relatif modéfaESRU akan ditambatkan selama 11

22 “Maret 2012, FSRU Jawa Barat Siap Beroperasi”, 2 Desember 2011,

http://www.indopetro-online.com/index.php?optionatacontent&view=article&id=521:maret-
2012-fsru-jawa-barat-siap-beroperasi&catid=523:ma6d 2-fsru-jawa-barat-siap-beroperasi
Diunduh 21/12/11 Pk.17.19.

224 «gkontraktor FSRU  Pertama  dilndonesia”,  October 13, 2010,
http://kampungmelayu.wordpress.com/2010/10/13/leddrr-fsru-pertama-di-indonesjddiunduh
21 Desember 2011 Pk. 14.59.

22> «Maret 2012, FSRU Jawa Barat Siap Beroperaditc. Cit.

226« ontraktor FSRU Pertama di Indonesi&tc. Cit.

22" Nusantara Regakpc. Cit., Hal. 14.

228 | hid,

229 pid,
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(sebelas) tahun, namun dimungkinkan untuk dapapagkan dan mengangkut
LNG ke pelabuhan lain apabila diperlukan secara teknis

Dalam sejarahnya, rencana penggun&SRU sebenarnya ditetapkan
kemudian. FSRT - Jawa Barat merupakan realisasi akhir dari resmcaokasi
LNG untuk kepentingan domestik melalui penggunaan FeinPenerima.NG di
Darat atau lazim disebut sebagaind Based LNG Receiving Terminal. Melalui
surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ne2@&/MBU/2008 tanggal
21 April 2008 dibentuk konsorsium Terminal PeneritdG (LNG Receiving
Terminal), yang terdiri dari PT PLN (Persero), PT Pertam{Rarsero) dan PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Ketiga paasaersebut ditugaskan
untuk membangun dan mengoperasikan Terminal PeaefdiiNG yang
diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas geagbangkit listrik
milik PLN (PLTGU Muara Karang dan Tanjung PriokliPemenuhan kebutuhan
pasokan gas tersebut dapat mengurangi pemakaian bakar minyak bersubsidi
oleh PLN. Selain itu proyek ini juga ditujukan uktmemenuhi kebutuhan gas

bumi di sektor industri di wilayah Jawa bagian Bara

Pada awalnya, PLN merencanakan membangun TermemairihaLNG di
Darat di Bojonegara. Namun setelah dilakukan kalenh lanjut disimpulkan
bahwa Terminal Regasifikasi dan PenyimpanddG Terapung FSRT) lebih
memenuhi standar kelayakaieasible) dibandingkan dengan Terminal Penerima
LNG di Darat terutama sehubungn dengan mendesaknydukelm gas bumi bagi
PLN. Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 23 ése 2008 PLN, Pertamina,
dan PGN bersepakat untuk menggunak&@®RU dengan pertimbangan sebagai
berikut:

1. Menggunakan teknologi yang telah teryrdven technology) dengan
masa kontruksi yang cukup pendek sekitar dua takaity dengan
melakukan konverdiNG Carrier;

2. Potensi masalah pembebasan lahan dapat dihindari;
3. Perizinan diperkirakan tidak memerlukan waktu ykamga;
4. Jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan Terminabf®aaLNG di

Darat;
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5. Tidak banyak membutuhkan fasilitas di darat sehanggspek
keselamatan dan keamanan lebih mudah dikendalikan;

6. Mudah dimobilisasi ke tempat lain seandainya suttdk diperlukan

lagi.

3.2. Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dalam Kerangka
Hukum Minyak dan Gas Bumi

FSRU sebagai unit penyimpanan terapung termasuk Kegldsaha Hilir
di bidang Minyak dan Gas, karenanya diatur olelimmdgukum Minyak dan Gas
Bumi. Kegiatan Usaha Hilir di bidang Minyak dansGBumi diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak @as Bumi (UU
22/2001).

Pasal 5 UU 22/2001 mengatur tentang kegiatan ushimgak dan Bumi

sebagai berikut:
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri aths
1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencaktip
a.  Eksplorasf®
b.  Eksploitasf*
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencaktip
a. Pengolahafi
b.  Pengangkutafi®
c. Penyimpanaf®’

d. Niaga®®

230 |ndonesia, UU No.22 Tahun 20@p. Cit.Pasal 5.
#311pid., Pasal 5 Angka 1.

2321pid., Pasal 5 Angka 1 Huruf a.

233|pid., Pasal 5 Angka 1 Huruf b.

241pid., Pasal 5 Angka 2.

235 pid., Pasal 5 Angka 2 Huruf a.

23%|pid., Pasal 5 Angka Angka 2 Huruf b.

%7 bid., Pasal 5 Angka 2 Huruf c.
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Menurut Pasal 1 angka 13 UU 22/2001, Penyimpanataldkegiatan
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengelustinyak Bumi
dan/atau Gas Bumf’ FSRU sendiri, seperti telah dikemukakan di atas,
merupakan sebuah unit penyimpanan gas alam cay tggapung, sekaligus unit
pengubah gas alam cair menjadi gas bumi kembalrea=SRU merupakan unit
penyimpanan gas alam cair terapung, mBERU dapat digolongkan sebagai
Kegiatan Usaha Hilir di bidang Minyak dan G4S.

Beberapa peraturan perundangan terkait KegiatamaJstlir di bidang
Minyak dan Gas adalah Peraturan Pemerintah Nomofr&tun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP 36/406ebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Taf0f8 fntang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentangiatéen Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi (PP 30/2009). Selain itu Reeat Menteri ESDM Nomor
0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pedoman Pedaksdzin Usaha dalam
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Buffit.

Terkait dengan asasabotage, pada tanggal 8 Mei 2006 dikeluarkan
kebijakan pemerintah berupa Peraturan Menteri By Sumber Daya Mineral
Nomor 126 Tahun 2006 (Permen ESDM 126/2008)Pasal 4 Permen ESDM
126/2006 mengatur tentang pelaksanaan kegiatanaudialsektor energi dan
sumber daya mineral, bahwa badan usaha atau bamaka tetap yang
menggunakan sarana angkutan laut/kapal laut untekggngkutan dan
penyimpanan di dalam negeri wajib menggunakan kbpdbendera Indonesia
yang dioperasikan perusahaan angkutan laut nasgmsalai dengan ketentuan

peraturan perundang-undandan.

Dalam proses pendiriannya sampai saat ini, PT NasarRegas telah

mendapatkan lzin Usaha Sementara Niaga Gas Bumg Ylagak Memiliki

238 pid., Pasal 5 Angka 2 Huruf d.

239 pid., Pasal 1 Angka 13.

240 Indonesia, UU No.22 Tahun 200bjd., Pasal 5 Angka 2 Huruf c.

241 Chandra Motik Yusuf, “Aspek Hukum Perkapalan daariBportasi di Kegiatan Usaha
Ulu Minyak dan Gas (Migas) Bumit,oc. Cit., Hal. 7.

242 Energi dan Sumber Daya MinerBlermen ESDM No. 126 Tahun 20@. Cit.

243 Universitas Indonesia, “Evaluasi dan Resolusi Pagren AsasCabotage dalam
Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasionalgaeb.okomotif Kebangkitan ekonomi
Bangsa”,Loc. Cit.
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Fasilitas Jaringan Distribusi sebagaimana tercantiatam surat Kementerian
ESDM No. 17949/10/DJM.0/2010 tanggal 19 Juli 2018n usaha tersebut lebih
detil menjelaskan bahwa Kementerian ESDM dengamarnberikan kepada PT
Nusantara Regas “Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bang Tidak Memiliki
Fasililas Jaringan Distribusi dengan fasilitas danana niag#loating Storage
Regasificalion Terminal (FSRT) Liquified Natural Gas (LNG) dan pipa.®*
Dengan demikian pengoperasianFSRU oleh PT Nusantara Regas dapat
dikategorikan sebagai kegiatan usaha niaga bekdasd?asal 5 UU 22/2001,

dalam hal ini dikategorikan sebagai Kegiatan Udditia

3.3. Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dalam Kerangka

Hukum Pelayaran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumiEgU yang digunakan oleh
PT Nusantara Regas adalah konversi dari sebuah teapeer pengangkutNG
atauLNG Carrier, sehingga bentuk fisikSRU masih berupa kapal. Selain itu,
FSRU — Jawa Barat ditambatkan di Teluk Jakarta denigiak berpindah tempat
(kecuali dibutuhkan), sehingga sifatnya akan selalenyerupai bangunan
terapung. Pasal 1 Angka 36 UU 17/2008 mengatwagselberikut:

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jertisntu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanikgietannya,
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang Ilyarddukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, sedat agdung dan

bangunan terapung yang tidak berpindah-pirfdah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 36 UU 17{2@8but di atas,

maka dapat disimpukan bahw&RU sebagai bangunan terapung yang sewaktu-

244 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Sughéaterian ESDM Tentang
Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi Yang Tidak Mienriasililas Jaringan Distribusi dengan
Fasililas dan Sarana Niadgdoating Storage Regasificalion Terminal (FSRT) Liquified Natural
Gas (LNG) dan Pipa, Surat Kementerian ESDM No. 17949/10/DJ2010 Tanggal 19 Juli 2010.
%5 Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008, Ps.1 Angka 36.
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waktu bisa dijalankan untuk mengangkG tetap harus disebut sebagai sebuah
Kapal, karenany&SRU diatur oleh regim hukum Pelayaran.

3.3.1. Pengadaan FSRU dalam Hukum Pelayaran

Ketentuan mengenai pengadaBBRU dalam Hukum Pelayaran sama
dengan ketentuan dalam pengadaan kapal pada umukangaa menurut Pasal 1
Angka 36 UU 17/2008FSRU digolongkan sebagai kapal. Dasar hukum dan
syarat-syarat pengadaan kapal serta tata cara sy dan penggantian
bendera kapal telah kami uraikan dalam Bab 2 sb2li&d mengenai Pengadaan
Kapal dalam Hukum Pelayaran.

3.3.2. Keberlakuan Asas Cabotage dalam Pengadaan FSRU

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Permenhub 48/2014argntata Cara dan
Persyaratan Pemberian Penggunaan Kapal Asing #@&giatan Lain yang Tidak
Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ataanBadalam Kegiatan
Angkutan Laut Dalam Negeri, asasbotage berlaku secara mutlak tanpa
pengecualian terhadapSRU. Pasal tersebut menguraikan “Kapal-Kapal yang
Dapat Dikesampingkan dari Penerapan Agzabotage dengan Pembuktian
Lelang”. FSRU tidak termasuk salah satu dari kapal-kapal tetsédarenanya

FSRU secara mutlak harus berbendera Indonesia.

Khusus untuk pengadaan kapal penganglh® atauLNG Carrier, tidak
berlaku Permenhub 48/2011 karena Permenhub terbebwjuan mengatur tata
cara pemberian ijin penggunaan kapal asing, sedanbkgi kapal pengangkut
LNG diberlakukan asasabotage secara murni karena kapal pengangkhG
merupakan kapal pengangkut barang. Artinya hargpalkkapal berbendera
Indonesia yang boleh mengangkiNG di perairan Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab BSRU merupakan
konversi dari kapal pengangkulNG. Maka dari itu untuk pengada&8RU tidak
berlaku ketentuan Permenhub 48/2011, karena uRSRUJ diberlakukan asas

cabotage secara murni, sebagaimana halnya kapal pengahdi®t Sedangkan
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Permenhub 48/2011 dimaksudkan mengatur tata carggpeaan kapal asing

untuk kegiatan diluar kegiatan mengangkut penumpangatau barang.
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BAB 4

ANALISISYURIDISKEWAJIBAN PENGADAAN FLOATING STORAGE
AND REGASIFICATION UNIT MELALUI PELELANGAN UMUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASAS CABOTAGE

4.1. Pengadaan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa
Barat oleh PT Nusantara Regas

Sebelum melakukan analisis yuridis mengenai peragaB&RU — Jawa
Barat oleh PT Nusantara Regas serta kewajiban peagaESRU melalui
pelelangan umum dalam rangka pelaksanaan a&sbstage, kami akan
menguraikan sedikit mengenai PT Nusantara Regas bd@aimana proses

pengadaaikrSRU — Jawa Barat itu sendiri oleh PT Nusantara Regas.

4.1.1. PT Nusantara Regas

PT Nusantara Regas merupakan perusahaan patunt@aa &ertamina
dan PGN. Perusahan ini lahir sebagai konsekuemsddbentuknya konsorsium
Terminal PenerimaLNG (LNG Receiving Terminal), yang terdiri dari PLN,
Pertamina, dan PGN. Ketiga perusahaan tersebadikan oleh Menteri BUMN
untuk membangun dan mengoperasikan Terminal PeadrNG. Terminal
Penerima NG tersebut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasgés bagi
pembangkit listrik milik PLN (PLTGU Muara Karang mlaTanjung Priok).
Pemenuhan kebutuhan pasokan gas tersebut dapatinaegigpemakaian bahan
bakar minyak bersubsidi oleh PLN. Selain itu pioy& juga ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industriidiy@h Jawa bagian Barat.

Setelah dilakukan beberapa kali rapat anggota ksiso, pada tanggal
17 April 2009 ditandatanganilah Ketentuan-ketentlakok Perjanjian tentang
Pembentukan PerusahabNG Receiving Terminal antara PLN, Pertamina, dan
PGN di hadapan Menteri BUMN.
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Pada tanggal 15 Januari 2010, PLN memutuskan uméngundurkan diri
dari konsorsium. Adapun Pertamina dan PGN tetefamutkan konsorsium.
Pada tanggal 4 Februari 2010 ditandatangani PenaRjemegang Sahadwoint
Venture LNG Receiving Termindbhlam rangka persiapan pendirian perusahaan
untuk melaksanakan pembangunan dan pengeldf&RT dan bisnis terkait.
Bentuk akhir dari konsorsium adalah PT NusantargaRedimana Pertamina
memiliki 60% (enam puluh persen) saham dan PGN iilem0% (empat puluh
persen) saham. PT Nusantara Regas didirikan bekadasaAkta Pendirian
Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 14 April 2010y tdah mendapatkan
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Iitépindonesia melalui
keputusan No. AHU-24233.AH.01.0l.Tahun 2010 tand@aMei 2010.

4.1.2. Proses Pengadaan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) -
Jawa Barat oleh PT Nusantara Regas

PengadaanFSRU — Jawa Barat oleh PT Nusantara Regas sudah
dipersiapkan dan dilakukan sejak PT Nusantara Reghsn berdiri, dalam hal
ini dilakukan oleh Panitia Kerja Bersami#int CommitteePertamina dan PGN
sejak tahun 2009. PT Nusantara Regas meneruskaesppersiapan pengadaan
FSRUyang sebelumnya sudah dilakukan oleh Panita K&gjgama. Pengadaan
FSRU yang dilakukan oleh Panita Kerja Bersardanulai dari tahap pre-
kualifikasi dengan mengundang 16 (enam belas) pba asing pada tanggal
22 Februari 2010 sampai pada tahap penerbitan dakupengadaan kepada
perusahaan yang lolos tahap pre-kualifikasi sedarfya(lima) perusahaan.
Organisasi resmi PT Nusantara Regas yang berdjak s&4 April 2010
mengambil alih pengadaaRSRU diawali dengan menjawab klarifikasi dan
pertanyaan dari peserta pengadaan, yaitu perusayeam lolos tahap pre-
kualifikasi sebagai berikut:

a. Excelerate Energy L;P
b. Golar LNG Energy Limited

c. Hoegh LNG A.S
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d. MISC Berhad
e. MOL-Saipem

Beberapa peserta pengadaan meminta klarifikasi oEmgajukan
pertanyaan terkait dengan penerapan asdmtage khususnya menanyakan
apakah akan terdapat dispensasi penerapancabatage PT Nusantara Regas
menjawab bahwa dispensasi sedang dibicarakan demgsnsi Pemerintah
terkait antara lain Departemen (saat ini disebunh&eterian) Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM). Jawaban ini menyusul dinamyeng terjadi di awal
tahun 2010 dimana Kementerian ESDM dan Dewan PdéiamaRakyat (DPR)
secara intensif membicarakan dispensasi peneraasnabotageterhadap kapal-
kapal yang bergerak di bidang minyak dan gas b&hiNusantara Regas pun
secara tegas tidak menjamin keberhasilan disperieesgbut kepada peserta

pengadaaiRrSRU

Peserta pengadaan yang akhirnya ditetapkan sebag&nang pengadaan
FSRUpada tanggal 12 Oktober 2010 adaztiar LNG Energy Limited (Golar)
yang menawarkaftNG Carrier bernama Khannuf untuk dikonversi menjadi
FSRU Setelah penetapan pemenang tersebut, PT NusdRémas darGolar
secara intensif mengadakan rapat penyusunan komtkdlirnya pada tanggal 20
April 2011, kontrak penyewaan berbasis waktimé charter party untuk

penyewaanKhannut’ selama 11 (sebelas) tahun ditandatangani.

Yang dijadikan catatan adalah bahwa kontrak pengevierbasis waktu
(time charter party mengatur bahwa dalam hal dispensasi penerapa®m asa
cabotage terhadap FSRU tidak didapatkan, makaGolar wajib untuk
melaksanakan semua ketentuan asabotage sesuai peraturan perundang-
undangan sebelunFSRU beroperasi. Ketika kemudian terbit Permenhub
48/2011, FSRU tidak termasuk yang disebutkan sebagai Kapal YBagat
Dikesampingkan Dari Penerapan AdaabotageDengan Pembuktian Lelang.
Dengan demikian, PT Nusantara Regas harus mengihsra-SRU yang
memenuhi Empat Pilar As&abotage yaitu berbendera Indonesia, dimiliki oleh
perusahaan angkutan laut nasional, diawaki olelk &apal berkewarganegaraan
Indonesia, dapat mengangkut barang di perairan negla selama telah
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berbendera Indonesia. Mekanisme pemenuhancabasageni diyakini oleh PT
Nusantara Regas dapat terlaksana, yaitu antaralémganGolar memindahkan
mayoritas kepemilikarFSRU kepada perusahaan pelayaran nasional. Apabila
Golar tidak melaksanakan hal-hal tersebut di atas sehipgggoperasiaRSRU
melanggar asasabotage makaGolar dianggap cidera janji (wanprestasi) dan PT
Nusantara Regas berhak untuk mengakhiri perjanjian.

4.2. Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Floating Storage and
Regasification Unit (FSRU) Jawa Bar at oleh PT Nusantara Regas

Setelah menguraikan dengan lengkap tentang tearipeagertian yang
berkenaan dengan aseabotage FSRU regim hukum yang berkenaan dengan
FSRU pengadaan kapal pada umumnya B&8RUpada khususnya, serta tentang
proses pengada®&SRU- Jawa Barat oleh PT Nusantara Regas sejauh yaag d
kami uraikan, berikut ini kami akan melakukan asiali yuridis terhadap
pengadaaf-SRU- Jawa Barat dikaitkan dengan kewajiban lelang mmerapan

asascabotage.

4.2.1. lzin Penggunaan Kapal Asing dan Kewajiban Pelelangan Umum

4.2.1.1.Penggunaan Kapal Asing

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, pengadaanpenggunaan
kapal asing diatur dalam beberapa ketent@@rkarena itu dapat kita simpulkan
bahwa pengadaan kapal asing diperbolehkan olehupanaperundangan selama

memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yarigkoe

4.2.1.2.Proses Pelelangan Terbatas FSRU - Jawa Barat vs Kewajiban
Pelelangan Umum Per menhub 48/2011

246 pp 51/2002 Tentan@erkapalan Permenhub 26/2006 TentarRenyederhanaan
Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan PengguReagfantian Bendera Kapal
Permenhub 48/2011 Tentafdgata Cara dan Persyaratan Pemberian ljin Penggundaapal
Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk KegiaMengangkut Penumpang dan/atau
Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Neg&eppres No. 22/1998 Tentarigpor
Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dark&h Baru
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Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenkesvajiban
pengadaan kapal asing melalui pelelangan umum dangagundang perusahaan
nasional, sejauh penelitian ini baru ditemukan fRelanenhub 48/20%Y’.

Seperti telah dikemukakan di atas, tahap pre-kkasif pengadaaRhSRU
oleh Panita Kerja Bersama Pertamina-PGN melaluielpegan terbatd®
mengundang 16 (enam belas) perusahaan pelayarag pada tanggal 22
Februari 2010.

Sejak tahap awal pengadaBSRU sampai dengan pengumumagolar
sebagai pemenang pada tanggal 12 Oktober 2010,eReum 48/2011 belum
lahir. Permenhub tersebut baru lahir 6 (enam)rbkEmudian, yaitu tanggal 18
April 2011. Karenanya, tahap pre-kualifikasi olehnitia Kerja Bersama yang
tidak mengundang perusahaan pelayaran nasiond trdanyalahi Permenhub
48/2011.

4.2.1.3Kapal Asing yang Pengadaannya Wajib Melalui Peledlangan Umum

M enurut Permenhub 48/2011

Kapal asing yang terkena kewajiban melakukan leteniguk&*® dengan
mengundang perusahaan pelayaran nasional dalaresppemgadaannya adalah
kapal asing yang melakukan kegiatan-kegiatan yajigkén menggunakan kapal
asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayatdi@gdéhhub 48/2011 yaitu
kegiatan survey minyak dan gas bufifi; pengeboraf>® konstruksi lepas

252

pantai’>® penunjang operasi lepas parftai;pengerukan; dan’ salvage dan

pekerjaan bawah afr>

247 Departemen Perhubungan, Permenhub 48/2008, Fiadafat (2).

48 pelelangan terbatas atau pemilihan langsung, seteksi langsung, yaitu pengadaan
barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapi p@hbatas sekurang-kuranganya 2 (dua)
penawaran (Kementerian BUMN, Permen 05/2@8, Cit.,Pasal 5 Ayat (2)).

249 pelalangan terbuka atau pelelangan umum ataussétekuka, yaitu diumumkannya
secara luas melalui media massa guna memberi kas@mgepada penyedia Barang dan Jasa
yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelanbigl., Pasal 5 Ayat (1))

%0 Departemen Perhubungan, Permenhub 48/20p1Cit.,Ps. 2 ay.(3) butir (a).

»Lpid., Ps. 2 ay.(3) butir (b).

22 |bid., Ps. 2 ay.(3) butir (c).

3 pid., Ps. 2 ay.(3) butir (d).

4 bid., Ps. 2 ay.(3) butir (e).

% bid., Ps. 2 ay.(3) butir (f).

UNIVERSITASINDONESIA
AnalisisYuridis..., Agnes Josepha Jasin, FHUI 2012



58

Dari Pasal 2 Ayat (3) Permenhub 48/2011 jelaslagihwa FSRU tidak
termasuk didalamnya karef®@RUadalah kapal yang digunakan untuk kegiatan
penyimpanan dan regasifikasi. SelainfHBRUberasal darLNG Carrier, kapal
pengangkulL NG, sehingga dapat digolongkan sebagai kapal pengamgkang.
Padahal menurut Pasal 2 Ayat (1) Permenhub 48/2Rafal asing yang
dijjinkan adalah yang tidak mengangkut penumpang/adau barang. Karena
FSRUbukan termasuk kapal asing seperti yang dimakaladhrdPasal 10 Ayat (2)
dan Pasal 2 Ayat (3), maka dalam proses pengadadiaiak mengacu pada Pasal
10 Ayat (2) Permenhub 48/2011, yaitu dengan lelglagg mengundang
perusahaan pelayaran nasional. Karenanya PT NuaaRegas tidak perlu
melakukan lelang ulang terbuka dalam pengad@@RU Namun demikian,

FSRUharuslah kapal berbendera Indonesia.

4.2.1.4 Nasionalisme vs K epentingan Bisnis

Segala hal yang dapat diupayakan untuk menggunkdaponen dalam
negeri seyogyanya dilakukan oleh setiap pelakuidistdak terkecuali PT
Nusantara Regas dalam pengada&RU —Jawa Barat. Mengenai hal tersebut
telah diamanatkan pula oleh Perpres 54/2010 terRengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah. Menurut Perpres 54/2010, pengadaamdgasa yang dilaksanakan
melalui pelelangan/seleksi internasional harus negikén kesempatan seluas-
luasnya kepada penyedia barang/jasa nasfohal.Berikut ini kami akan
menganalisa  kemungkinan-kemungkinan yang bisa ik untuk
memenangkan perusahaan pelayaran nasional dalagagaamFSRU -Jawa
Barat.

PT Nusantara Regas sebagai anak perusahaan duBUNth, Pertamina
dan PGN tidak tunduk pada Perpres 54/2010 tentadgrRan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah maupun Permen 05/2003 tentasgmBn Pengadaan
Barang dan Jasa BUMN. PT Nusantara Regas menrkikkioman Pengadaan
Barang dan Jasa tersendiri, yang merupakan gabutegaPedoman milik induk
perusahaannya, Pertamina dan PGN. Hal ini tideihsaengingat PT Nusantara
Regas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun g8fidng Perseroan

%% |ndonesia, Perpres 54/2010p. Cit, Pasal 101 Ayat (1).
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Terbatas (UU 40/2007, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur sendi
pedoman pengadaan barang dan jasanya. Induk peams®T Nusantara Regas,
Pertamina dan PGN juga tunduk pada Undang-UndamgnoX 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Hal ini didasarkaa padal 1 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang PerusahammerBan (PP 12/1998)

yang menyatakan bahwa :

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan UskihaN&gara yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahuf9 19ang
berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimakaad dJndang-
Undang Nomor 1 Tahun 19952

Dalam kutipan tersebut, jelas bahwa BUMN (Perssesuai Pasal 1 Ayat
(2) PP 12/1998 tunduk pada Undang-Undang Nomor dbui 2007 tentang
Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 1uniral995 tentang
Perseroan Terbatas.

PengadaarFSRU — Jawa Barat olen PT Nusantara Regas ketika itu
memang tidak dilakukan melalui lelang terbuka yamgmberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada perusahaan pelayaran nasibdereka mengemukakan
beberapa alasan, antara lain kare&RU— Jawa Barat merupak&SRU yang
pertama di Indonesia, karenanya mereka tidak maigamebil resiko dengan
mengikutsertakan perusahaan-perusahaan pelayasmmalayang tidak memiliki
pengalaman dalam pembuatan dan pengoper&Si&tu KonversiLNG carrier
menjadiFSRU membutuhkan kemampuan teknis yang sangat spesifitknya
pembuatan pabrik atau kilang gas. Demikian pufegpperasiaf-SRUtidak bisa
dilakukan oleh Anak Buah Kapal biasa, tapi haruera®y yang ahli dan
berpengalaman. Karena hal tersebut, PT NusantagasRhanya mengundang
sejumlah perusahaan pelayaran asing yang telah likiepgngalaman di dalam

mengoperasikaRSRU

%7 ndonesiaUndang-Undang Tentang Perseroan Terbatasl No. 40 Tahun 2007, LN
No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

%8 Indonesia,Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Perserédh No. 12 Tahun
1998, Pasal 1 Ayat (2).
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Meskipun pengadaan barang dan jasa PT Nusantaras Refpagai anak
perusahaan dua buah BUMN Pertamina dan PGN tidaduiukepada Perpres
54/2010, namun sekiranya PT Nusantara Regas meuaygd®n nasionalisme dan
mau memberikan kesempatan kepada perusahaan pelayasional untuk
melakukan pengadaaRSRU sekaligus mengoperasikannya, kira-kira apa saja
yang akan terjadi. Pertama-tama, sekedar mengadak& Carrier sebagai
bentuk awal FSRU bukan hal yang terlalu sulit. PT Berlian Laju Kan
menyatakan sanggup melakukan pengadaan dan su#ap terpengalaman
mengoperasikarLNG Carrier®° Kemudian mengkonversikahNG Carrier
menjadiFSRUadalah persoalan lain. Tidak ada perusahaann@siang pernah
melakukan hal tersebut kare&SRU — Jawa Barat merupakaRSRU yang
pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Perusgh&rasahaan pelayaran yang
memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis mengdfsiRU hanyalah
perusahaan pelayaran asing tertentu dan sampans@anlahnya hanya empat.
Sekiranya hal ini dilakukan oleh perusahaan nasionaka harus menggandeng
salah satu perusahaan asing yang telah berpengatarsabut. Akibat yang baik
adalah memberikan kesempatan kepada perusahaayarpelanasional untuk
menjadi berpengalaman dalam konvetdNG Carrier menjadi FSRU dan
pengoperasiafrSRU devisa tidak pergi ke luar negeri, dan alih té&gobagi
anak bangsa. Namun bagi pengusaha pelayaran aksiotuk memilih atau
mencari rekan atagartner asing yang berpengalaman dalam konversi dan
pengoperasiakRSRU kemungkinan besar akan menyebabkan pengundutden wa
dari waktu yang telah diinstruksikan melalui Inpfdsmor 1 Tahun 2018’
Pengunduran waktu ini akan berimbas pada kurangagakan gas untuk PLN
maupun industri di daerah Jawa Barat. Akibatnyd Piarus lebih lama lagi
menggunakan bahan bakar bersubsidi dan induststnd harus mencari
alternatif bahan bakar lain yang lebih mahal bs@gai dua atau tiga kali lipat
daripada harga gas bumi. Akibatnya adalah kendileaga barang-barang yang

produksinya menggunakan bahan bakar. Akibat inihéitanggung oleh seluruh

29 Hadi Surya, Presiden Komisaris PT Berlian Laju Kean Wawancara melalui telpon,
Jakarta: 20 November 2011, Pukul 21.00.

%0 Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 2010p. Cit, Lampiran, Prioritas 8 Energi,
Pengembangan Infrastruktur Gas.
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rakyat konsumen barang hasil industri. Karenanyasi mengundang dan
memenangkan perusahaan kapal tanker nasional yaslgmb memiliki
pengalaman di bidang konvelsNG Carrier menjadiFSRU dan pengoperasian
FSRUuntuk pengadaaRSRUyang pertama kali di Indonesia bukan merupakan
opsi yang terlalu menguntungkan bagi perekonomégara secara keseluruhan.

Di sisi lain, Penulis akan melihat dari sisi Perimam48/2011.

Permenhub 48/2011 mulai berlaku pada tanggalAp&l 2011
sedangkan penandatangan@ime Charter Partyantara PT Nusantara Regas
denganGolar, pemenang lelangSRU tanggal 20 April 2011. Meskipun saat itu
proses lelang sudah lama berakhir dan sudah dipgngh proses kontrak, masih
ada waktu selama 2 hari bagi PT Nusantara Regag unempertimbangkan
Pasal 10 ayat (2) Permenhub 48/2011 yang mensgaratielakukan lelang
terbuka dengan mengundang perusahaan pelayaranonalasisebelum
menandatanganTime Charter PartydenganGolar. Proses lelang dan proses
kontrak merupakan proses yang terpisah sama sdkalses lelang berakhir
ketika pengumuman pemenang lelang. Setelah itwkriges proses kontrak, yang
ditangani oleh tim yang berbeda. sulit sekali bagpa pun termasuk PT
Nusantara Regas untuk membatalkan lelang yang slittdukan dengan alasan
terbitnya Permenhub 48/2011. Sebab seperti kitauae tahu, peraturan
perundang-undangan tidak berlaku surut dan pradasd sudah berakhir pada
saat pengumuman pemenang lelang tanggal 12 Ok2olér Namun sekiranya
PT Nusantara Regas memiliki rasa nasionalisme yamggi hingga berani
membatalkan lelang yang telah diumumkan pemenandagamelakukan lelang
ulang demi memberi kesempatan kepada perusahaayapmat nasional, hal itu
juga sulit dilakukan. Pertama, karena berartpgnundaan terhadap proye8RT
yang sudah diatur dengan Instruksi Presiden Nomorathiun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Bla$aiun 2018 Kedua,
karena biaya yang harus dibayar sangat tinggi. tuYhiaya material harus
mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleappeserta lelang, dan

kerugian yang ditimbulkan bagi pemenang lelangtasbraya imaterial, yaitu

1 pid.
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integritas yang rusak karena melanggar kesepakatsgpakatan selama proses
kontrak. Karenanya membatalkan lelang bukanlahygpsy baik.

Namun sekiranya PT Nusantara Regas tetap mau ukelakpembatalan
lelang dan melakukan lelang ulang terbuka tanpalpdéngan semua alasan di
atas, sebelumnya perlu dilakukan penelitian, apdk8RU termasuk kategori
kapal asing yang diberi dispensasi beroperasi diga@® dalam negeri yang tidak
mengangkut penumpang dan/atau barang sebagaimareksdd dalam Pasal 2
Ayat (1) Permenhub 48/2011. Jawabannya adalalk.tidaSRU merupakan
konversi dariLNG Carrier, karena itu termasuk kapal pengangkut baraffg.
Namun demikian, jika kita tinjau dari tujuan ke @nasasabotageseperti telah
dikemukakan dalam Bab 2.1.3. skripsi ini, adaldiagai andalan dan penunjang
sistem Hankamnas. Sehingga asabotagetidak dimaksudkan hanya untuk
kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dyatilgperairan Indonesia,
tetapi juga untuk semua kegiatan yang dilakukardalam wilayah perairan
Indonesia.

Berdasarkan pasal-pasal Permenhub 48/2011 terskbatas, dapat
disimpulkan bahwa pelelangan umum hanya perlu ailak apabila suatu
pengguna kapal akan mengajukan permohonan penggkagal asing dimana
pelelangan umum tersebut akan membuktikan adanydakapal sejenis yang
berbendera Indonesia. Kapal asing yang diperbotelgkan - apabila terbukti
melalui pelelangan umum bahwa tidak tersedia kap@nis yang berbendera
Indonesia - terbatas pada kapal-kapal yang disebutialam Pasal 2 ayat (3)
Permenhub 48/201%3

Dengan demikian, apabila suatu pihak hendak merag@un kapal namun
tidak termasuk dalam kapal-kapal yang disebutkalandaPasal 2 ayat (3)
Permenhub 48/2011, maka Permenhub 48/2011 tidd&kibebaginya sehingga
Empat Pilar Asagabotagewajib diterapkan secara utuh terhadapnya. Daldm ha
tersebut di atas, tidak ada satu pun peraturanngang-undangan yang
mewajibkan pihak yang akan menggunakan kapal yaiad disebutkan dalam

Pasal 2 ayat (3) Permenhub 48/2011 untuk melakpkéiangan umum dengan

%2 Departemen Perhubungan, Permenhub 48/20p1Cit.,Ps. 2 ay.(1).
263 Kapal untuk kegiatarsurvey minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas
pantai, penunjang operasi lepas pantai, pengerdikasalvagedan pekerjaan bawah air.
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mengundang perusahaan pelayaran nasional. Penesgspamcabotage cukup
dengan mewajibkan pihak asing selaku pemilik kapatuk memindahkan
kepemilikan mayoritas kapalnya kepada perusahaadaygran  nasional,
mengubah bendera kapalnya menjadi bendera Indodasianenempatkan awak
kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Meski alasan-alasan yang telah dikemukakan di, ateshurut Penulis,
keputusan PT Nusantara Regas tidak mengundang damilim perusahaan
pelayaran nasional dalam pengadaan FSRU tetaptsesumy salah. Karena ada
cara-cara untuk tetap mengakomodasi kepentingahUshntara Regas dengan
mengakomodasi kepentingan kemajuan pelayaran rasi@aranya yaitu, sejak
awal sudah mengikutsertakan perusahan pelayaraonagsdan mengarahkan
mereka untuk mencamartner asing yang berpengalaman dalam melakukan
konversi LNG carrier menjadtcSRUdan mengoperasikaiSRU Hal ini tidak
akan menyebabkan keterlambatan apa pun, kalauaegmksudah dipersiapkan.

4.2.2. Kewajiban Penerapan Asas Cabotage pada FSRU

Untuk mengetahui apakah aseabotagewajib diterapkan secara utuh
terhadapFSRU maka perlu diingat kembali apa saja yang diailamd asas
cabotagedan perlu dikaji apakalFfSRU termasuk kapal yang dapat diajukan
permohonan penggunaannya sebagai kapal asing &ae@as Permenhub
48/2011.

Asascabotagemengatur 4 (empat) ketentuan yang dikenal sekhgaar
AsasCabotage sebagai berikut:

1. Kapal harus dimiliki oleh perusahaan angkutan hesional;

2. Kapal harus berbendera Indonesia

3. Kapal harus diawaki oleh awak kapal berkewargaraegamdonesia

4. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang danksteang antar pulau
atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan menger&RU di Bab 3 skripsi ini dan
berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Permenhub 48/2010 waempuraikan “Kapal-
Kapal yang Dapat Dikesampingkan dari Penerapan A3asotage dengan
Pembuktian Lelang”, dapat diketahui bah@RUtidak termasuk salah satu dari
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“Kapal-Kapal yang Dapat Dikesampingkan dari PensmapAsas Cabotage
dengan Pembuktian LelangFSRUbukan merupakan kapal yang dimaksudkan
untuk kegiatarsurveyminyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepasap
penunjang operasi lepas pantai, pengerukansaaagedan pekerjaan bawah air,
sehinggaFSRUtidak termasuk kategori kapal sebagaimana dima#alain Pasal

2 ayat (3) Permenhub 48/2011. Bahkid8RU akan selalu identik dengan
kegiatan mengangkut barang (dalam hal ini dimurgiinuntuk mengangkut
barang antar pelabuhan di Indonesia) yang artirghatiap FSRU wajib
diterapkan asasabotage secara utuh. FSRU harus berbendera Indonesia,
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahadonésia, dan diawaki oleh
awak kapal berkebangsaan Indonesidal tersebut sejalan dengan ketentuan
Pasal 8 UU 17/2008* dan Pasal 5 PP 20/20%1 sebagaimana diubah melalui
Pasal 1 PP 22 /201%.

264 pasal 8 UU 17/2007 :

(1). Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan gbelusahaan angkutan laut nasional
dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia skatmakioleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

Penjelasan: Penggunaan kapal berbendera Indoriebiperusahaan angkutan laut nasional
dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan eshstageguna melindungi kedaulatan negara
(sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara sertmbenidkan
kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi peamsangkutan laut nasional dalam
memperoleh pangsa muatan.

(2). Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/ab@mang antarpulau atau
antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

%% pasal 5 PP 20/2010 :

(1) Isinya sama dengan Pasal 8 Ayat (1) UU 17/2008.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimanaksind pada ayat (1) dilakukan untuk
mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dardatang antarpelabuhan laut serta
kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di walggahiran Indonesia.

Penjelasan:

Kegiatan angkutan laut dalam negeri termasuk kagiatngkutan laut lepas pantai dan

kegiatan angkutan dari pelabuhan laut ke lokapedairan yang berfungsi sebagai pelabuhan
di wilayah perairan Indonesia atau sebaliknya. grdimaksud dengan “kegiatan lainnya

yang menggunakan kapal” antara lain kegiatan peaam#tapal, pengerukan, untuk kegiatan
salvage dan/atau pekerjaan bawah air, dan peng@amgeanunjang kegiatan usaha hulu dan
hilir minyak dan gas bumi.

(3) Kegiatan lainnya yang menggunakan kapal sebagairdanaksud pada ayat (2) dilarang
dilakukan oleh kapal asing.

(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan lainnya sebzys dimaksud pada ayat (3) dikenai
sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan egaminal khusus.

%% pasal 1 Angka 1 PP 22/2011 mengubah Pasal 5 &yalaf menghapus Ayat (3) dan

Ayat (4) PP 20/2010 sehingga Pasal 5 berbunyi :

(1) Sama dengan Pasal 5 PP 20/2010

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaiamaalkdingd pada ayat (1) dilakukan untuk
mengangkut dan/atau memindahkan penumpang danfeta@ing antarpelabuhan laut di
wilayah perairan Indonesia.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa tanggal 7 Mei 2011 uwpakan batas
penerapan asasabotagebagi seluruh kapal-kapal yang beroperasi di pamair
Indonesia, ada pengecualian untuk beberapa jemsl kaidak termasuk di
dalamnyaFSRU Ketika lelang dimenangkan oleBolar, mereka berharap
mendapatkan dispensasi dari penerapan ash®tage kenyataannya tidak.
Menurut perjanjian, mereka harus taat kepada huykamg berlaku di Indonesia,
sehingga mereka harus mengubah benB8RUyang berasal datiNG Carrier
Khannur yang berbenderdnggris menjadi berbendera Indonesia. Selain itu
mereka juga harus berbadan hukum Indonesia dans haremindahkan
kepemilikan mayoritas sahamnya kepada perusahdayap@n nasional. Sampai
saat ini Penulis belum mendapat kepastian, perasapelayaran nasional yang
mana yang digandeng oleh mereka untuk mengopemaBiRRU - Jawa Barat.
KarenaFSRU- Jawa Barat merupak&SRUyang pertama di Indonesia dan baru
akan dioperasikan akhir triwulan pertama tahun 2082 maka menjadi
kewajiban kita bersama untuk mengawal kebera#&RUberbendera Indonesia

sehubungan dengan penerapan aabhstage

(3) Dihapus
(4) Dihapus
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5.1.

ini.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari pembahasan penulisan

. Proses pengadaan kapal berbendera asing tidak selalu harus melalui

pelelangan umum. Kapal asing yang pengadaannya diharuskan melalui
pelelangan umum terbatas kapal-kapal yang melakukan kegiatan survey
minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, penunjang
operasi lepas pantai, pengerukan, dan salvage dan pekerjaan bawah air.
Pelelangan umum dalam pengadaan kapal asing dimaksudkan untuk
membuktikan ada tidaknya kapal segenis yang berbendera Indonesia
Apabila terbukti melalui pelelangan umum bahwa tidak tersedia kapal
sejenis yang berbendera Indonesia, barulah diijinkan menggunakan kapal

asing.

. Asas cabotage mengatur 4 (empat) ketentuan yang dikenal sebagal 4 Pilar

Asas Cabotage, sebagal berikut:
a. Kapal harus dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional;
b. Kapal harus berbenderalndonesia
c. Kapal harus diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
d. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar

pulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

. Apabila suatu pihak hendak menggunakan kapal asing namun tidak

termasuk dalam kapal-kapa yang melakukan kegiatan survey minyak dan
gas bumi, pengeboran, konstruks lepas pantai, penunjang operasi lepas
pantai, pengerukan, dan salvage dan pekerjaan bawah air, maka
Permenhub 48/2011 tidak berlaku baginya. Kepadanya diterapkan asas
cabotage secara penuh. Dalam hal tersebut di atas, tidak ada satu pun
peraturan perundang-undangan yang mewgjibkan pihak yang akan
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menggunakan kapal yang tidak disebutkan dalam P2asalyat (3)
Permenhub 48/2011 untuk melakukan pelelangan umuengash
mengundang perusahaan pelayaran nasional. Entg@afBRasCabotage
wajib diterapkan secara utuh terhadapnya, yaitungale mewajibkan
pihak asing selaku pemilik kapal untuk memindahkeepemilikan
mayoritas kapalnya kepada perusahaan pelayaranonahsmengubah
bendera kapalnya menjadi bendera Indonesia dan mpatkan awak
kapal berkewarganegaraan Indonesia.

. Pemberian ijin kepada kapal-kapal asing di perairzonesia dalam
kegiatan-kegiatan yang tidak mengangkut penumpaagathu barang
merupakan kemunduran pelaksanaan asas Cabotage peoah, adalah
kesalahan Pemerintah - dalam hal ini Kementeriaargtndan Sumber
Daya Mineral - yang tidak memberikan pembinaan Bepperusahaan-
perusahaan pelayaran nasional sejak dicanangkaAsga Cabotage
melalui Inpres No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberadaybmlustri
Pelayaran Nasional

. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentangbReam atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentamgutan di Perairan
dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 48 Taldd #ntang Tata
Cara dan Persyaratan Pemberian ljin Penggunaan! Keegiag untuk
Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengahdkenumpang
dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut DaNegeri adalah
ilegal karena bertentangan dengan Undang-UndanglRolahun 2008
tentang Pelayaran dalam hubungannya denganQetasage.

. Kapal asing yang diijinkan untuk beroperasi di Inédsia hanya diberi
waktu beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan damatidperpanjang setelah
dilakukan evaluasi padahal untuk mengurus perijioperasi kapal asing
dibutuhkan waktu paling sedikit dua bulan.

. FSRU —Jawa Barat termasuk kapal yang wajib berbendera Indonesia dan

menerapkan as&abotage secara penuh.
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52. Saran

Cadangan sumber gas alam di Bontang — KalimantarppamaTangguh —
Papua masih cukup besar namun selama ini beluralugtan karena masalah
distribusi yang tidak mungkin melalui jaringan tsamsi maupun jaringan
distribusi karena jarak yang terlalu jauh dan mekevautan yang dalam. Disisi
lain kebutuhan akan bahan bakar gas alam di Paaa dlan Sumatera sangat
besar dan selama ini tidak tertangani dengan malkskarena keterbatasan
pasokan gas. Maka dimasa yang akan datang, perga8aU masih akan terus
dilakukan sebagai pemecahan masalah yang jitu. ulfbe@lgan dengan hal
tersebut. maka Penulis menyarankan sebagai berikut

1. Meskipun saat ini tidak ada kewajiban pelelanganmndalam pengadaan
FSRU menurut Permenhub 48/2011, namun demi kepentimgaional
dan kedaulatan bangsa, Penulis menyarankan untogageanFSRU
selanjutnya, agar PT Nusantara Regas maupun pihak-pgain yang
terkait memberikan prioritas kepada perusahaarygela nasional dalam
melakukan konversi LNG Carrier menjadi FSRU dan dalam
pengoperasiafrSRU dengan cara menggandeng perusahaan-perusahaan
asing yang telah berpengalaman dalam melakukan eksinvdan
pengoperasia@SRU. Dengan demikian sejak awal perusahaan pelayaran
nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri, danggnaga ahli asing
yang dipekerjakan di at#sSRU berbendera Indonesia, dengan kewajiban
alih teknologi. Sehingga untuk kedepan, anak-drakgsa kita menjadi
terlatih dan terampil dalam mengoperasikbB8RU. Bukannya tidak
mungkin bangsa kita akan menjadi pakar di dalanvé&mLNG Carrier
menjadi FSRU dan pengoperasiaRSRU sehingga kelak perusahaan-
perusahaan berbendera Indonesia yang akan diuntiEmgegara-negara
lain untuk melakukan konversi dan pengoperaBisRU.

2. Untuk instansi-instansi terkait Cqg. Departemen Beudimgan Laut:
Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pengggemig memberi
kelonggaran bagi penerapan asalsotage untuk kapal-kapal asing yang
melakukan kegiatan-kegiatan hulu di bidang minyak das, seyogyanya

proses perijinan untuk kapal asing disederhanakahingga tidak
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memakan waktu sampai dua bulan, karena ijin op&igsal asing hanya
untuk jangka waktu selama tiga bulan.
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